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MOTTO 

 

aka tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan tuhanmu karenaM  

menyertainyabeserta kesulitan apapun pasti ada kemudahan yang  sesungguhny  

(Q.S Al-Insyirah:5) 

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka 

ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

ngga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini” 

 

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk” 

(Tan Malaka) 
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ABSTRAK 

Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan masyarakat semakin 
meningkat sedangkan dana yang dimiliki tidak bisa mencukupi semua kebutuhan 

hidup, oleh karena itu bank memberikan sebuah solusi kepada masyarakat dalam 
bentuk pembiayaan, dengan syarat yang sudah ditentukan berupa jaminan guna 
meminimalisir risiko pembiayaan. Produk pembiayaan sertifikasi guru merupakan 

salah satu produk pembiayaan untuk guru yang menggunakan sertifikasi pendidik 
sebagai jaminan. Pada BPRS Suriyah Cilacap menunjukan bahwa terdapat nasabah 

pembiayaan sertifikasi guru yang bermasalah dengan menggunakan sertifikasi 
pendidik, buku tabungan dan kartu ATM sebagai jaminan. Oleh karena itu peneliti 
tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme pembiayaan sertifikasi 

guru dan bagaimana penyelesaian pembiayaan akad murabahah bermasalah pada 
produk pembiayaan sertifikasi guru yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus, dengan teknik wawancara (purposive sampling) secara mendalam 
terhadap Kepala bidang pemasaran dan Remedial yaitu Bapak Suprayitno dan 

Bapak Fauzan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dan pengumpulan data 
dan dokumen seperti mekanisme pembiayaan sertifikasi guru, syarat dan ketentuan 

pembiayaan sertifikasi guru, rekapan nasabah yang mengalami pembiayaan 
bermasalah pada pembiayaan sertifikasi guru dengan tujuan menganalisis serta 
mendapatkan informasi bagaimana efektivitas penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada produk pembiayaan murabahah dengan agunan tidak berwujud. 
 Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme dalam pembiayaan 

sertifikasi guru sama dengan pembiayaan lain, perbedaannya hanya terletak pada 
jaminan yaitu sertifikasi pendidik, buku tabungan, kartu ATM dan terdapat 
pernyataan pada akad bahwa nasabah tidak boleh melakukan penggandaan kartu 

ATM dan dilarang untuk menggunakan mobile banking. Penyelesaian pembiayaan 
akad murabahah bermasalah pada produk pembiayaan sertifikasi guru yang 

dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap yaitu pendekatan kekeluargaan (musyawarah 
mufakat), pemberian Surat Peringatan dan Surat Panggilan, restrukturisasi, dan 
penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh 

BPRS Suriyah Cilacap dapat dikatakan cukup efektif, karena dengan kurang 
kuatnya jaminan pada pembiayaan sertifikasi guru BPRS Suriyah Cilacap 

melakukan penambahan jaminan yang sudah tertera pada akad.  
Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah 
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ABSTRACT 

As time goes by, people’s need are increasing while the funds they have 
cannot meet all their living needs, therefore banks provide a solution to the 

community in the from of financing, with predetermined conditions in the from of 
collateral to minimize financing risk. Teacher certification financing product for 
teacher who have educator certification as collateral. BPRS Suriyah Cilacap shows 

that there are coustomers who have problems financing teacher certification by 
using teacher certification, saving books and ATM card as collateral. Therefore, 

researchers are interested in exploring more deeply the mechanism for financing 
teacher certification and how problematic murabahah contract financing is 
resolved in teacher certification financing products carried out by BPRS Suriyah 

Cilacap. 
The research method used was qualitative with a case study approach, with 

in-depth interview techniques (purposive sampling) with the Head of Marketing and 
Remedial, namely Mr. Suprayitno and Mr. Fauzan. Apart from that, the researcher 
also carried out observations and collected data and documents such as teacher 

certification financing mechanisms, terms and conditions for teacher certification 
financing, recaps of customers who experienced problematic financing in teacher 

certification financing with the aim of analyzing and obtaining information about 
the effectiveness of resolving problematic financing in murabahah financing 
products with intangible collateral. 

The results of the research explain that the mechanism for financing teacher 
certification is the same as other financing, the only difference lies in the collateral, 

namely educator certification, savings book, ATM card and there is a statement in 
the contract that customers are not permitted to duplicate ATM cards and are 
prohibited from using mobile banking. Settlement of problematic murabahah 

contract financing for teacher certification financing products carried out by BPRS 
Suriyah Cilacap, namely a family approach (consensus), providing warning letters 

and summons letters, restructuring, and settlement through legal channels. The 
financing settlement carried out by BPRS Suriyah Cilacap can be said to be quite 
effective, because due to the lack of strong guarantees in teacher certification 

financing, BPRS Suriyah Cilacap added to the guarantees that were stated in the 
contract. 

Keywords: Effectiveness, Problem Financing, Murabahah Contract 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata yang dipakai pada penelitian ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. Nomor: 158/1978 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak ا
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba' B be ب

 ta' T te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 Ȟ H ha (dengan garis di bawah) ح

 kha' Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 źal Ź ze (dengan titik di atas) ذ

 ra' R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 şad S es (dengan garis di bawah) ص 

 d'ad D de (dengan garis di bawah) ض 

 Ţa T te (dengan garis di bawah) ط

 ża Z zet (dengan garis di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain G ge غ

 fa' F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L ‘el ل

 mim M ‘em م

 nun N ‘en ن

 waw W w و 

 ha' H ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya' Y ye ي
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

 Ditulis 'iddah عدة

 
3. Ta’ marbutah di akhir kata bila mati dimatikan ditulis h 

 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزیة

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 

 ‟Ditulis karamah al-auliya الاولیاء  كرامة

b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan rakaat, fathah atau kasrah atau 

dommah ditulis dengan t 
 

 Ditulis zakat al-fitr الفطر  زكاة 

 
4. Vocal Pendek 

 
  َ ◌ ´  Fathah Ditulis A 

  َ ◌ ¸  Kasrah Ditulis I 

  َ ◌˚ Dhammah Ditulis U 

 
5. Vocal Panjang 

 

1. Fathah + alif Ditulis A 

 Ditulis j᷇ahiliyyah جاهلية 

2. Fathah + ya’mati Ditulis A 

 Ditulis tansa᷇ تنسى 

3. Kasrah + ya’mati Ditulis I 

 Ditulis kari᷇m كریم 
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4. Dammah + wawu mati Ditulis U 

 Ditulis furuḍ᷇ فروض 

 

6. Vokal Rangkap 
 

1. Fathah + ya’mati Ditulis Ai 

Ditulis Bainaku بینكم 
m 

2. Fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof 

 
 Ditulis a‟antum أأنتم

 Ditulis u‟iddat أعدت

 

 
8. Kata sandang alif + lam 

a. Bila diikuti huruf qomariyah 

 
 Ditulis Al-Qiyas القیاس

 
b. Bila diikuti huruf syamsiyah diikuti dengan menggunakan harus syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya. 

 

 'Ditulis As-Samâ السماء

 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis Zawî Al-Furûd فروضال ذوي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada era globalisasi saat ini sangat 

berkembang pesat, sehingga meningkatkan persaingan yang sangat ketat dalam 

sektor perekonomian, para pendiri usaha saling bersaing untuk membangun 

usaha ekonomi agar bisa diterima oleh masyarakat, termasuk instansi-instansi 

lembaga keuangan atau perbankan baik syariah maupun konvensional yang 

terus menerus mencari peluang agar tidak tersingkirkan. Lembaga perbankan 

adalah lembaga yang memiliki kedudukan strategis dalam bidang 

perekonomian. Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang 

melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, 

mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda   

berharga, dan membiayai usaha perusahaan-perusahaan (Abdurrachman, 

2014). Lembaga perbankan di Indonesia bergerak dalam kegiatan simpan 

pinjam, bank akan melayani kegiatan pembiayaan dan menajalankan 

mekanisme sistem pembayaran yang bergerak dalam perekonomian (Rohmah, 

2019). 

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga atau 

dalam jasanya menggunakan sistem bunga sebagai balas jasa atau biaya yang 

diterima oleh pihak bank atas penyaluran dana kepada masyarakat atas 

penghimpunan dana yang sudah dilakukan (Ismail, 2010). Bank konvensional 

dalam pelaksanaannya mengandung riba yang tidak sesuai dengan ajaran islam 

dengan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam yang melarang 

riba dalam bentuk apapun. 

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan 

proses transaksi dengan prinsip syariah yang berpedoman terhadap Al-Qur’an 

dan hadis, yaitu sistem syariah yang menerapkan bagi hasil dan margin serta 
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terdapat perjanjian antara kedua belah pihak atau biasa dalam dunia perbankan 

syariah disebut dengan akad, berbeda dengan lembaga keuangan yang bersifat 

konvensional yang menerapkan sistem bunga dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan tidak terdapat perjanjian 

antara kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan yang pastinya terdapat 

unsur riba didalamnya (Muhamad, 2002). 

Keutaman operasional pada bank adalah penghimpunan dari 

masyarakat yang memiliki dana lebih dalam bentuk simpanan berupa tabungan, 

giro dan deposito. Dana tersebut selanjutnya dapat disalurkan kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha maupun untuk 

kebutuhan konsumtif dalam bentuk pembiayaan. Sektor keuangan di indonesia 

menjadi masalah pokok bagi perusahaan, lembaga diluar sektor keuangan 

maupun kebutuhan rumah tangga (Aziz, 2023). 

Perkiraan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode kedua pada 

masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya mencapai 3,5%, dengan 

presentasi pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah seharusnya tidak hanya 

mengandalkan instansi lembaga keuangan umum (www.mkri.id). Dengan 

mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam pemerintah dalam 

langkah selanjutnya guna membangun dan untuk mengembangkan 

perekonomian dalam lingkup daerah, diharapkan dapat melibatkan dan 

memberdayakan BPRS agar dapat semakin dekat dan efektif dalam melayani 

dan menghubungkan antara masyarakat dengan sektor keuangan guna 

mengembangkan ekonomi daerah (Fauzi, 2019). 

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) hidup di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga mereka lebih mengetahui kebutuhan dan permasalahan 

ekonomi yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. BPRS tidak hanya 

sekedar menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat namun mereka juga 

memberikan pendampingan teknis dengan cara terjun langsung ke lapangan, 
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dengan hal tersebut dapat memudahkan untuk lebih dekat dengan masyarakat 

karena cakupan yang relatif kecil. Keberadaan BPRS ditengah-tengah 

masyarakat ini diharapkan agar pemerintah bisa menjangkau daerah-daerah, 

dan agar pemerintah mampu mengembangkan perekonomian masyarakat. 

Salah satu daerah yang prospektif dan memiliki potensi pasar yang luas adalah 

Kabupaten Cilacap. Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa 

Tengah, dengan total luas wilayah Cilacap mencapai 224.900 Hektare dengan 

jumlah penduduk mencapai 34.55 juta jiwa dengan jumlah guru terbanyak di 

Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 17.367 guru (www.jateng.inews.id). 

Banyaknya guru di Cilacap yang masih menuntut kesejahteraannya 

dikarenakan gaji yang mereka terima tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari (Supriyanto, 1997). Dibandingkan dengan kesejahteraan guru di 

purwokerto ksejahteraan guru di cilacap masih sangat jauh tertinggal, 

dikarenakan biaya hidup yang tinggi dibandingkan dengan biaya hidup di 

purwokwerto. 

Pemerintah dalam upaya mensejahterakan para guru yang masih 

kekurangan dalam segi ekonomi dan meningkatkan sistem Pendidikan nasional 

memiliki program sertifikasi guru sebagai tunjangan yang nantinya diberikan 

kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik yang diterbitkan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional RI. Program sertifikasi guru dimulai sejak 

tahun 2006, dimulai dari perencanaan, sosialisasi, dan menguji kompetensi. Uji 

kompetensi guru dilakukan untuk mengetahui kompetensi untuk memperoleh 

informasi mengenai kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban seorang guru, tujuan kompetensi guru adalah untuk menetapkan dan 

menilai apakah guru tersebut sudah kompeten atau belum sesuai dengan data 

dan standar kompetensi yang sudah diujikan. Alokasi dana tunjangan sertifikasi 

guru yang diterima biasanya akan digunakan untuk mengikuti pengembangan 

profesi, namun karena kurangnya kesejahteraan guru, praguru lebih memilih 
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menggunakan tunjangan profesi untuk untuk memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang, dan papan karena gaji yang didapatkan guru tidak sebanding dengan 

pengeluaran (Badrun, 2011). 

Salah satu bank syariah yang berada di daerah Cilacap yaitu Bank 

Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap. BPRS Suriyah Cilacap 

merupakan bank syariah yang menjalankan operasionalnya menggunakan 

prinsip syariah, kegiatan utama dari BPRS Suriyah adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan dan deposito 

berjangka. Tidak hanya itu BPRS Suriyah Cilacap juga menyediakan produk 

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menempatkan dana dalam 

bentuk tabungan pada bank lain (Djembatan, 2003). 

Salah satu produk pembiayaan yang berada pada BPRS Suriyah Cilacap 

yaitu pembiayaan sertifikasi guru dengan menggunakan akad murabahah dan 

ijarah. Pembiayaan sertifikasi guru merupakan pembiayaan yang masih 

tergolong baru, pembiayaan sertifikasi guru ada semenjak 2018 dan memiliki 

nasabah sebanyak 120 nasabah dan terdapat nasabah sertifikasi guru 

bermasalah sebesar 12%. (Observasi BPRS Suriyah Cilacap). 

Tabel 1. 1 

Jumlah Nasabah Sertifikasi Guru dan Nasabah Sertifikasi Guru Bermasalah 

pada Akad Murabahah 2019-2023 

Tahun Jumlah Nasabah Sertifikasi Guru Jumlah Nasabah Sertifikasi Guru 

Bermasalah 

2019 20 0 

2020 15 4 

2021 23 4 

2022 28 1 

2023 18 1 

Sumber: BPRS Suriyah Cilacap 
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Murabahah adalah akad jual beli suatu barang, dimana penjual 

menyebutkan harga jual yang terdiri atas keuntungan dan harga pokok barang 

tersebut yang telah disetujui oleh pembeli (Hulwati, 2009). Murabahah 

merupakan pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan diawal 

akad, dan bank akan memberikan informasi kepada nasabah harga perolehan 

yang akan dibeli oleh nasabah, kemudian akan ditentukan margin tersebut dan 

apabila nasabah menyetujui margin yang sudah ditentukan, selanjutnya 

nasabah akan membayar kewajiaban atau angsuran yang telah ditentukan 

kepada bank dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas 

barang yang telah dibeli melalui bank tersebut (Laksmana, 2019). 

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan membutuhkan adanya 

jaminan, karena pembiayaan mengandung risiko yang tinggi, sehingga dalam 

penyaluran pembiayaan bank harus memperhatikan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar menjadikan pembiayaan yang minim akan risiko dan pembiayaan 

yang sehat. Pembiayaan secara umum membutuhkan aguanan atau jaminan 

untuk pembiayaan supaya dapat disetujui oleh pihak bank, apabila nasabah 

mengajukan pembiayaan dengan gunan yang layak. Agunan tersebut berupa 

harta benda milik nasabah pembiayaan atau pihak ketiga yang diikat sebagai 

agunan apabila terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan 

oleh bank. Agunan yang telah diberikan nasabah pembiayaan kepada pihak 

bank apabila terjadi wanprestasi atau tidak mampu dalam pembayaran 

kewajiban yang dilakukan oleh nasabah, dengan cara menjual aguanan atau 

melakukan lelang sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Maulana, 2014). 

Agunan yang dapat dijadikan syarat dalam pengajuan pembiayaan 

adalah benda yang menurut hukum digolongkan sebagai benda berharga tidak 

berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito dan dapat 

juga berupa barang yang berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor yang 

dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat 
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Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bisa juga bangunan seperti rumah, took 

dll (Kasmir, 2015). Aguanan atau jaminan dapat berupa surat-surat berharga 

yang sifatnya terdapat hak tagih, efek, saham, Surat Keputusan pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), dan Sertifikasi Pendidik. Meskipun SK PNS 

dan Sertifikasi Pendidik bukan termasuk benda yang dapat dipindah tangankan 

namun perkembangan dalam praktik perbankan dapat menilai dari sisi 

ekonomis, sehingga agunan tersebut dapat diajukan kepada pihak bank untuk 

jaminan mengajukan pembiayaan. Salah satu perbankan syariah yang dapat 

mengajukan pembiayaan dengan menggunakan Sertifikat Pendidik sebagai 

aguanan yaitu BPRS Suriyah Cilacap. Pembiayaan menggunakan Sertifikasi 

Pendidik disebut dengan pembiayaan Sertifikasi Guru yang menggunakan akad 

murabahah dan ijarah yaitu pembiayaan yang terfokuskan kepada guru yang 

sudah mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan Sertifikasi Pendidik dari 

pemerintah. Pembiayaan sertifikasi guru ini memiliki risiko yang sangat tinggi 

karena hanya menggunakan agunan atau jaminan sertifikat pendidik, buku 

tabungan, dan kartu ATM tunjangan sertifikasi guru, dengan hal itu agunan 

pembiayaan sertifikasi guru tidak sepadan dengan dana yang dicairkan. 

Menurut Hukum Islam pembiayaan bermasalah tidak diperbolehkan 

atau diharamkan, karena hal tersebut dapat menimbulkan riba. Pembiayaan 

bermasalah apabila dilihat dari sudut pandang perdata biasa disebut dengan 

wanprestasi, pembiayaan merupakan perjanjian peminjaman uang yang 

dibayarkan disebut dengan prestasi. Jika nasabah tidak bisa membayar 

kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya atau sudah melebihi jatuh 

tempo disebut wanprestasi (Tobing, 2013). 

BPRS Suriyah Cilacap harus melakukan analisis penyelesaian 

pembiayaan akad murabahah bermasalah untuk menghindari risiko dan 

mencari solusi untuk mengurangi dan menghindari pembiayaan bermasalah. 

Pemberian pembiayaan kepada nasabah mengandung risiko yaitu penggandaan 
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kartu ATM dan penggunaan mobile banking. Namun ada beberapa risiko  

pembiayaan yang memungkinkan nasabah kesulitan atau tidak mampu 

melunasi kewajiban yang harus dibayarkan. Ada beberapa faktor internal dan 

eksternal mengapa nasabah kesulitan atau tidak mampu untuk membayarkan 

angsuran pada setiap bulannya pada jatuh tempo. Faktor internal penyebab 

pembiayaan bermasalah yaitu kebijakan pembiayaan yang ekspansif, iktikad 

kurang baik dari pengurus atau pegawai bank, penyimpangan dalam 

pelaksanaan prosedur pembiayaan, lemahnya sistem informasi pembiayaan 

bermasalah. Sedangkan untuk faktor eksternal penyebab pembiayaan 

bermasalah adalah menurunnya kegiatan ekonomi nasabah, kegagalan usaha 

nasabah dan terjadinya musibah yang tidak terduga kepada nasabah (Bella, 

2023). 

BPRS Suriyah Cilacap dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah 

harus melakukan upaya respresif. Upaya respresif adalah upaya untuk 

penanggulangan yang bersifat penyelesaian atau penyelamatan pembiayaan 

yang bermasalah (Djamil, 2012). Disamping dengan hal tersebut pihak BPRS 

Suriyah bisa melakukan pembinaan berkala kepada nasabah yang memiliki 

pembiayaan bermasalah dengan mungunjungi tempat usaha, rumah, maupun 

tempat sekolah guru tersebut bekerja. 

Adanya hal tersebut diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir 

pembiayaan yang bermasalah, namun dengan upaya tersebut bukan berarti 

pembiayaan bermasalah akan terselesaikan, tetap akan ada nasabah yang tidak 

bisa membayar angsuran atau telat membayar angsuran, maka upaya yang akan 

dilakukan oleh pihak BPRS Suriyah yaitu memberikan surat teguran, jika sudah 

diberikan surat teguran namun nasabah masih tetap belum bisa membayarkan 

kewajibannya, pihak BPRS Suriyah akan melakukan upaya selanjutnya yaitu 

restrukturisasi atau penjadwalan ulang dalam membayar kewajiban nasabah 

yang telah disepakati antara kedua belah pihak (BPRS Suriyah Cilacap). 
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Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilaksanakan oleh penulis, 

maka sudah didapat data presentase NPF atau rasio antara pembiayaan yang 

bermasalah dengan total pembiayaan yang sudah tersalurkan oleh BPRS 

Suriyah Cilacap, sebagai berikut 

Grafik 1. 1 

Presentase NPF Pembiayaan BPRS Suriyah Cilacap 

Tahun 2019-2023 

 

 

Sumber: BPRS Suriyah Cilacap 

Grafik di atas menunjukan pada tahun 2019 presentase NPF BPRS 

Suriyah Cilacap adalah 5,44% dikatakan kurang sehat dan mengalami kenaikan 

yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,15% dikatakan tidak sehat, 

pada tahun 2021 presentase NPF BPRS Suriyah Cilacap cukup baik karena 

mengalami penurunan menjadi 4,91% dikatakan cukup sehat dan mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,31%, dikatakan sehat 

namun pada tahun 2023 presentase NPF BPRS Suriyah Cilacap mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 5,57% dikatakan kurang sehat. 

Menurut POJK No. 8 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 6 tentang penilaian 

tingkat Kesehatan bank umum syariah dan unit syariah keadaan suatu bank 

dapat dikatakan sehat apabila rasio pembiayaan bermasalah dibawah angka 5%, 

apabila bank mendekati atau melebihi presentase rasio pembiayaan bermasalah 

yang sudah ditentukan maka bank tersebut berada pada kondisi keuangan yang 
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kurang sehat, hal tersebut akan dianggap gagal dalam mengelola keuangan 

yang dapat mengganggu aktifitas bank dalam memenuhi kewajibannya 

terhadap pihak yang memiliki hubungan dalam perputaran keuangan dan dapat 

merugikan berbagai pihak. Dari grafik presentase NPF BPRS Suriyah Cilacap 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi BPRS Suriyah masih kurang stabil dan 

kurang efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. Setelah 

melakukan observasi di BPRS Suriyah Cilacap salah satu pembiayaan yang 

presentasinya paling tinggi yaitu pembiayaan sertifikasi guru, sekitar 12% dari 

total pembiayaan sertifikasi guru, dan rata-rata pembiayaan sertifikasi guru 

mengalami gagal pembayaran atau macet pada akad murabahah. Dikarenakan 

sertifikasi guru memiliki risiko yang sangat tinggi dan memiliki kekurangan 

jika dijadikan sebagai agunan untuk pembiayaan, yaitu nilai yang tidak 

sebanding dengan dana yang disalurkan, dan dikarenakan pencairan dana 

tunjangan sertifikasi guru yang tidak pasti 3 bulan sekali, seperti halnya guru 

PNS yang mengajar pada sekolah swasta dikarenakan jam mengajar yang 

sedikit (Affandi, 2019). 

Selain itu apabila dalam pelaksanaan pembiayaan sertifikasi guru 

mengalami kendala seperti kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat 

mencabut dana tunjangan sertifikasi guru sehingga dapat menyebabkan risiko 

pembiayaan sertifikasi guru tidak dapat terbayarkan kewajibannya dan 

menyebabkan sertifikasi guru yang dijaminkan tidak bernilai lagi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan 

yang belum diselesaikan tentang pembiayaan pada produk pembiayaan 

sertifikasi guru bermasalah pada akad murabahah yang ditemukan di lapangan, 

sehingga menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian.  
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“Analisis Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk 

Pebiayaan Murabahah dengan Agunan Tidak Berwujud di BPRS Suriyah 

Cilacap (Studi Kasus Produk Pembiayaan Sertifikasi Guru)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad murabahah pada produk 

sertifikasi guru di BPRS Suriyah Cilacap? 

2. Bagaimana efektivitas penyelesaian pembiayaan akad murabahah 

bermasalah pada produk pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah 

Cilacap? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis mekanisme pembiayaan akad murabahah pada produk 

pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah Cilacap. 

2. Menganalisis efektivitas penyelesaian pembiayaan akad murabahah 

bermasalah pada produk pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah 

Cilacap. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan, menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan 

sertifikasi guru akad murabahah dan mengetahui bagaimana 

penyelesaian pembiayaan sertifikasi guru pada akad murabahah di 

BPRS Suriyah Cilacap. 
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai daftar referensi bacaan 

maupun diskusi ilmiah di Program Studi Perbankan Syariah pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto. 

2. Manfaat secara umum atau praktis  

Manfaat secara umum atau praktis penelitian ini yaitu diharapkan 

pembaca dapat memahami bagaimana mekanisme pembiayaan sertifikasi 

guru pada akad murabahah yang sesuai dengan SOP (Standar Operating 

Procedure) yang berlaku pada dunia perbankan, dan bagi lembaga 

keuangan untuk referensi bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah 

akad murabahah pada produk pembiayaan sertifikasi guru yang efektif dan 

meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan 

sertifikasi guru. 

E. Kajian Pustaka 

Menururt Pohan kajian pustaka adalah pengumpulan data dan informasi 

ilmiah, berupa metode, teori-teori pendekatan yang pernah berkembang dan 

telah didokumentasikan dalam bentuk jurnal, buku, skripsi, rekaman sejarah, 

naskah dan lain-lain yang terdapat dalam perpustakaan (Pratowo, 2012). Kajian 

ini dilakukan agar menghindari terjadinya peniruan dan pengulangan. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan pada 

penelitian ini adalah: 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Bella (2023), dengan 

judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru di PT. BPR 

Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati”. Penelitian tersebut merupakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif, membahas tentang identifikasi risiko pada 

pembiayaan murabahah sertifikasi guru di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 

Waturoyo Pati. Hasil penelitian tersebut adalah PT. BPR Syariah Artha Mas 

Abadi Waturoyo Pati sudah menerapkan manajemen risiko yang baik pada 
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pembiayaan sertifikasi guru yang terdiri dari pengukuran risiko, pemantauan 

risiko, Identifikasi risiko, dan pengendalian risiko. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Rif’ati (2022). 

Dengan judul “Mekanisme Penerapan Akad Murabahah pada Produk 

Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus”. Penelitian 

tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif, membahas tentang mekanisme 

penerapan akad murabahah pada pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Saka 

Dana Mulia Kudus. Hasil penelitian tersebut adalah mekanisme akad 

murabahah pada produk pembiayaan sertifikasi guru sama dengan mekanisme 

pembiayaan lainnya yaitu: nasabah mengajukan pembiayaan kemudian BPRS 

Saka Dana Mulia Kudus akan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh nasabah, selanjutnya staff akan melakukan survei selanjutnya pihak BPRS 

dan nasabah melakukan negosiasi margin dan pencairan, Langkah selanjutnya 

nasabah membeli barang dan mendokumentasikan bukti pembelian dan 

selanjutnya nasabah membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tintya (2019). Yang 

berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap 

Pembiayaan Sertifikasi Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kota Bumi KC. 

Panaragan. Dengan judul”. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode 

penelitian kualitatif, membahas tentang pembiayaan sertifikasi menggunakan 

akad ijarah multijasa dan membahas faktor yang mempengaruhi minat nasabah 

terhadap pembiayaan sertifikasi guru. Hasil penelitian tersebut yaitu BPRS 

Kota Bumi KC. Panaragan cukup berhasil dalam melakukan pembiayaan 

sertifikasi karena pelayanan yang baik, nyaman, pengambilan dana dan 

prosedur yang mudah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rindayanti (2019), yang 

berjudul “Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi Guru BPRS Kota Bumi 
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Kantor Bandar Lampung” penelitian tersebut membahas tentang proses 

mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Kota Bumi Kantor Bandar 

Lampung. Hasil pada penelitian tersebut adalah BPRS Kota Bumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung dalam menerapkan mitigasi risiko telah melakukan 

manajemen risiko tetapi belum sepenuhnya berhasil karena BPRS Kota Bumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung hanya melakukan 3 yaitu, kemampuan 

pembayaran nasabah, asuransi dan nilai jaminan, dan belum melakukan MOU 

atau Kerjasama. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2019), yang 

berjudul “Manajaemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru pada 

BPRS Metro Madani Kantor Pusat” menggunakan metode penelitian kualitatif, 

yang membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan murabahah 

sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat. Hasil penelitian 

tersebut adalah risiko pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Metro Madani 

Kantor Pusat belum sesuai dengan SOP, hanya menjalankan aspek Collateral 

atau jaminan dan tidak sesuai dengan peraturan OJK (otoritas jasa keuangan. 

Berikut merupakan table perbandingan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan yang berisi identitas penelitian, hasil penelitian, persamaan dan 

perbedaan penelitian. 

Tabel 1. 2 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Manajemen 
Risiko 

Pembiayaan 
Murabahah 
Sertifikasi 

Guru pada 
BPRS Metro 

Madani Kantor 
Pusat (Trya 
Affandi, 2019). 

Risiko pembiayaan 
Sertifikasi Guru 

belum sesuai dengan 
SOP, hanya 
menjalankan aspek 

Collteral dan tidak 
sesuai dengan 

peraturan Bank 
Indonesia dan OJK. 

a. Membahas 
tentang 

pembiayaan 
sertifikasi guru. 

b. Pembahasan 

fokus kepada 
pembiayaan 

sertifikasi guru 
yang 
menggunakan 

 Pada penelitian 
sebelumnya membahas 

bagaimana manajamen 
risiko pada pembiayaan 
murabahah sertifikasi 

guru pada BPRS Metro 
Madani Kantor Pusat. 

Sedangkan pada skripsi 
ini membahas mekanisme 
dan bagaimana efektivitas 
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akad 

murabahah. 
c. Menggunakan 

metode 
penelitian 
kualitatif. 

penyelesaian pembiayaan 

bermasalah sertifikasi 
guru akad murabahah 

sertifikasi guru. 

2. Manajemen 

Risiko 
Pembiayaan 

Murabahah 
Sertifikasi 
Guru di Bank 

Syariah 
(Yunnafa Salsa 

Bella, 2023) 

pada penelitian ini 

PT BPRS Artha Mas 
Abadi sudah 

menerapkan 
manajemen risiko 
yang baik pada 

pembiayaan 
sertifikasi guru yang 

terdiri dari 
pengukran risiko, 
pemantauan risiko, 

indentifikasi risiko 
dan pengendalian 

risiko. 

a. Membahas 

tentang 
pembiayaan 

sertifikasi guru. 
b. Terfokuskan 

pada pembiayaan 

sertifikasi guru 
pada akad 

mrabahah. 
c. Menggunakan 

metode 

penelitian 
kulitatif 

deskriptif. 

Pada penelitian 

sebelumnya membahas 
tentang identifikasi risiko 

pada pembiayaan 
murabahah sertifikasi 
guru. Sedangkan pada 

skripsi ini membahas 
mekanisme dan 

bagaimana efektivitas 
penyelesaian pembiayaan 
bermasalah sertifikasi 

guru akad murabahah. 

3. Mitigasi Risiko 
pada 
Pembiayaan 

Sertifikasi 
BPRS Kota 

Bumi Kantor 
Bandar 
Lampung (Tri 

Rindayanti, 
2019). 

pada penelitain ini 
BPRS Kota Bumi 
Kantor Cabang 

Bandar Lampung 
dalam menerapkan 

mitigasi risiko telah 
melakukan 
manajemen risiko 

tetapi belum 
sepenuhnya karena 

BPRS Kota Bumi 
Kantor Cabang 
Bandar Lampung 

hanya melakukan 3 
yaitu kemampuan 

pembayaran 
nasabah, asuransi 
dan nilai jaminan, 

belum melakukan 
MOU atau 

kerjasama. 

a. Membahas 
tentang 
pembiayaan 

sertifikasi. 
b. Menggunakan 

metode 
penelitian 
deskriptif 

kualitatif. 

Pada penelitian 
sebelumnya membahas 
tentang bagaimana proses 

mitigasi risiko 
pembiayaan sertifikasi 

BPRS Kota Bumi Kantor 
Cabang Bandar 
Lampung. Sedangkan 

pada skripsi ini 
membahas mekanisme 

dan bagaimana efektivitas 
penyelesaian pembiayaan 
bermasalah sertifikasi 

guru akad murabahah. 
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4. Mekanisme 

Penerapan 
Akad 

Murabahah 
pada Produk 
Pembiayaan 

Sertifikasi 
Guru di BPRS 

Saka Dana 
Mulia Kudus 
(Siska Rif’ati, 

2022). 

Mekanisme akad 

murabahah pada 
produk pembiayaan 

sertifikasi guru sama 
dengan  mekanisme 
pembiayaan lainnya 

yaitu: nasabah 
mengajukan 

pembiayaan 
kemudian BPRS 
Saka Dana Mulia 

Kudus akan 
memberikan 

persyaratan yang 
harus di penuhi oleh 
nasabah selanjutnya 

staff akan 
melakukan survei 

dan selanjutnya 
nasabah dan pihak 
BPRS melakukan 

negosiasi margin 
dan pencairan, 
selanjutnya nasabah 

membeli barang dan 
mendokumentasikan 

bukti pembelian dan 
selanjutnya nasabah 
akan membayar 

angsuran sesuai 
dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

a. Membahas 

tentang 
pembiayaan 

sertifikasi guru. 
b. Terfokuskan 

kepada 

pembiayaan 
sertifikasi guru 

yang 
menggunakan 
akad 

murabahah. 
c. Menggunakan 

metode 
penelitian 
kualitatif. 

Pada penelitian 

sebelumnya membahas 
tentang mekanisme 

penerapan akad 
murabahah pada 
pembiyaan sertifikasi 

guru. 
Sedangkan pada skripsi 

ini membahas mekanisme 
dan bagaimana efektivitas 
penyelesaian pembiayaan 

bermasalah sertifikasi 
guru akad murabahah. 

 

5. Faktor-Faktor 
yang 

Mempengaruhi 
Minat Nasabah 
Terhadap 

Pembiayaan 
Sertifikasi 

Akad Ijarah 
Multijasa di 
BPRS Kota 

BPRS Kota Bumi 
KC. Panaragan 

cukup berhasil 
dalam melakukan 
pembiayaan 

sertifikasi karena 
pelayanan yang 

baik, nyaman, 
pengambilan dana 

a. Membahas 
tentang 

sertifikasi guru. 
b. Menggunakan 

metode 

penelitian 
kualitatif. 

 

Pada penelitian 
sebelumnya membahas 

tentang pembiayaan 
sertifikasi menggunakan 
akad ijarah multijasa dan 

faktor yang 
mempengaruhi minat  

nasabah tehadap 
pembiayaan sertifikasi 
guru. 
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Bumi KC. 

Panaragan 
(Ama Tintya, 

2019). 

dan prosedur yang 

mudah. 

Sedangkan pada skripsi 

ini membahas mekanisme 
dan bagaimana efektivitas 

penyelesaian pembiayaan 
bermasalah sertifikasi 
guru akad murabahah.    
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Menurut Kurniawan “efektivitas merupakan kemampuan suatu 

organisasi dalam melakukan tugas, fungsi (operasi kegiatan program 

atau misi) daripada suatu dalam pelaksanaannya” (Kurniawan, 

2005:109). Sedangkan menurut Richard M. Steers (1985: 53) 

efektivitas merupakan sebuah kegiatan yangg bertumpu kepada 

pencapaian tujuan yang optimal dan layak dari organisasi dan 

dijabarkan untuk memperoleh manfaat sumber daya sebanyak mungkin. 

Artinya, sesuatu dapat dikatatakan efektif dapat dilihat dari beberapa 

indikator yaitu kualitas, kesiagaan, produktifitas, efisiensi, penghasilan, 

pertumbuhan, pemanfaatan, lingkungan, stabilitas perputaran kerja dan 

semagat kerja. 

b. Ukuran Efektifitas 

Mengukur efektivitas merupakan suatu program kegiatan 

bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari 

berbagai sudut pandang dan bagaimana menginterprestasikannya 

tergantung pada siapa yang menilai. Apabila dipandang dari sudut 

produktivitasnya, maka seorang manajer produksi memberikan 

pemahaman bahwa efektivitas merupakan kualitas dan kuantitas 

(output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat dibandingkan 

dengan rencana yang sudah ditentukan dan hasil yang diperoleh. Namun 

jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan rencana yang sudah ditentukan atau tujuan yang sudah 
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direncanakan tidak sesuai dengan tujuan, maka hal tersbut dikatakan 

tidak efektif (Ibid, 2014). 

 

Dari pengertian tersebut kesimpulannya adalah efektivitas 

merupakan suatu ukuran yang dapat menyatakan seberapa jauh progres 

yang sudah ditentukan dan pencapaian progres yang dijalankan oleh tim 

dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang dapat dilihat dari 

penghasilan atau perkembangan. 

2. Teori Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Teori Pembiayaan berasal dari kata “biaya” atau bisa diartikan 

untuk mengeluarkan dana dalam keperluan tertentu. Pembiayaan 

sendiri berarti lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal 

dan tagihan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dan nasabah 

pembiayaan atau pihak tertentu yang diwajibkan untuk membayar 

dengan waktu yang telah ditentukan dan margin yang telah disepakti 

pada awal akad (Putra, Nurnasrina, 2018:1). Menurut UU 10/1998 

menurut Undang-undang tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 yaitu 

“penyediaan modal atau angsuran yang jumlahnya sama, berdasarkan 

kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang 

mewajbkan peminjam untuk mengembalikan dengan tempo dan margin 

yang sudah ditentukan dalam akad. Unsur pembiayaan yang paling 

mendasar adalah “kepercayaan” dari pihak bank maupun dari pihak 

nasabah pembiayaan. Menurut Kasmir (2008:96), pembiayaan 

merupakan penyediaan modal dengan tagihan yang sesuai dengan 

modal atau dana tersebut, berdasarkan perjanjian antara kedua belah 

pihak dan mewajibkan pihak yang diberikan modal tersebut 
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mengembalikan uang sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan 

dengan bagi hasil atau imbalan. 

Pembiayaan adalah penyerahan dana atau modal, barang, atau 

jasa dari pihak bank kepada nasabah pembiayaan atas dasar 

kepercayaan kepada pihak lain atau nasabah pembiayaan dengan janji 

membayar dari nasabah pembiayaan kepada pemberi pembiayaan atau 

pihak bank pada tanggal yang telah disepakati. Pemberian pembiayaan 

yang lancar dapat memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian 

negara karena pembiayaan yang diberikan oleh bank dana tersebut 

berasal dari masyarakat sehingga memiliki risiko (risk asset) yang 

lumayan tinggi dikarenakan adanya pembayaran pembiayaan yang 

tidak tepat waktu, hal ini juga memberikan dampak kepada bank karena 

sehat dan tidak sehatnya kondisi keuangan bank dapat dilihat dari 

tingkat pembiayaan yang bermasalah yang dapat mempengaruhi 

laporan keuangan bank.  

Dalam POJK produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 

empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya 

yaitu:  

1) Ijarah merupakan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk sewa beli.  

2) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarakah dan Mudharabah 

3) Murabahah, istishna dan salam merupakan transaksi jual beli dalam 

bentuk piutang. 

4) Qard merupakan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang. 

Pedoman pembiayaan yang harus diterapkan pada masing-

masing bank syariah, berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dari UU 

10/1998, harus memuat aturan tentang: 
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a) Pemberian pembiayaan wajib dituangkan dalam bentuk 

perjanjian tertulis (akad). 

b) Bank harus memiliki rasa kepercayaan dan keyakinan atas 

kemampuan atas pemberian pembiayaan kepada nasabah 

pembiayaan dalam melaksanakan kewajibannya dan tepat waktu. 

Unsur keyakinan dan kepercayaan tersebut harus berdasarkan 

hasil survei dan penilaian terhadap prinsip 5C (Capacity, Capital, 

Character, Collateral, and Condition of Economy). 

c) Bank harus dapat menyusun dengan sesuai prosedur pemberian 

pembiayaan yang berlaku pada dunia perbanakan syariah. 

d) Bank harus memberikan informasi kepda nasabah pembiayaan 

dengan jelas tanpa ada hal yang ditutup-tutupi sesuai dengan 

prosedur dan persyaratan pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah. 

e) Bank dilarang memberikan pembiayaan yang bertentangan 

dengan prinsip syariah kepda nasabah pembiayaan. 

f) Bank harus dapat menetapkan aturan tentang penyelesaian 

pembiayaan nasabah yang bermasalah. 

b. Teori Pembiayaan bermasalah  

Teori Pembiayaan Bermasalah merupakan suatu kondisi 

nasabah pembiayaan dimana nasabah debitur tidak sanggup untuk 

membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah disepakati 

pada saat akad pembiayaan. pembiayaan tersebut sulit untuk dilunasi 

akibat terdapat fakrot-faktor yang harus ditelusuri kembali oleh pihak 

bank, terdapat adanya faktor internal dan eksternal maupun faktor 

kesengajaan sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran. 

Pembiayaan bisa disebut bermasalah apabila telah memenuhi kriteria 

yaitu terhambatnya angsuran pokok dan margin pembiayaan yang 
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sudah melebihi 270 hari, kerugian operasional akan ditutup 

menggunakan pinjaman baru, dan dokumentasi pembiayaan/jaminan 

tidak ada (Martin:2014).  

Berikut merupakan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir 

yaitu: 

“Pembiayaan yang pada kualitasnya didasarkan atas risiko yaitu 

kemungkinan terhadap kondisi nasabah dan kepatuhan nasabah 

pembiayaan dalam memenuhi kewajiban atau angsuran untuk 

membayarkan bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya” 

(Kasmir,2013). Sedangan menurut Djamil (2017) menjelaskan bahwa 

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas 

pembayaran yang berada pada kategori kurang lancar, driagukan dan 

macet” (Ibrahim&Rahmati, 2017) 

Risko yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari dalam usaha 

perbankan pada umumnya adalah pembiayaan bermasalah atau biasa 

disebut dengan NonPerforming Financingoan (NPF). 

Terjadinya pembiayaan bermasalah bisa dipengaruhi oleh faktor 

internal (faktor yang berasal dari nasabah) maupun faktor eksternal 

(Faktor yang berasal dari bank), faktor yang terdapat pada nasabah atau 

faktor internal yaitu: 

1) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan 

Setiap pembiayaan yang di berikan kepada nasbah 

sebelumnya terdapat perjanjian akad pembiayaan mengenai 

tujuan nasabah mengajukan dan pemakaian pembiayaan. 

Setelah nasabah menandatangani dan menyetujui isi akad 

tersebut nasabah wajib menggunakan fasilitas pembiayaan 

tersebut sesuai dengan tujuan awal yang sudah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Penggunaan pembiayaan yang 
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menyimpang dari akad, biasanya akan menyebabkan 

nasabah tidak bisa melunasi pembiyaan tepat waktu atau 

dengan sempurna. 

2) Kurang berhasilnya usaha yang dikelola oleh nasabah 

Nasabah yang sudah menerima pembiayaan dari 

bank, ternyata dalam praktik usahanya nasabah tidak bisa 

mengelola dengan baik usahanya atau kurangnya wawasan 

yang didapat pelaku usahanya sehingga usahanya tidak bisa 

berjalan dengan baik, kegiatan ini dapat mempengaruhi 

kelancaran pembiayaan yang sedang dibayar karena 

kurangnya anggaran. 

3) Kurang tanggungjawabnya nasabah pembiayaan 

Terdapat beberapa nasabah yang telah menerima 

pembiayaan atau pembiayaan dari bank untuk kepentingan 

hidup pribadinya, tetapi setelah memperoleh fasilitas 

pembiayaan nasabah tidak mau bertanggungjawab melunasi 

hutangnya. 

3. Teori Murabahah  

Murabahah merupakan sistem akad jual beli barang dengan cara 

menentukan nilai barang kepada pembeli, pembeli melakukan transaksi 

sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Akad murabahah ini telah 

ditetapkan oleh DSN-MUI fatwa terkait akad murabahah, naik untuk 

pembiayaan, perusahaan, perbankan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis 

lainnya (SDN-MUI, 2019). Akad murabahah merupakan produk 

pembiayaan yang sangat diminati masyarakat dalam perbankan syariah. 

akad murabahah biasa disebut dengan akad jual beli dimana kedua belah 

pihak antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dan ditambah 

juga margin yang telah dijelaskan oleh pihak pemberi pembiayaan dan 
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penjual harus menjelaskan biaya yang diperoleh atas barang yang telah 

dibeli. Implementasi akad murabahah pada perbankan syariah digolongkan 

sebagai pembiayaan produktif dan konsumtif (Qudratullah, 2022). 

Murabahah merupakan akad jual beli dimana antara penjual dan 

pembeli sudah menyepakati harga, laba dan cara pelunasan yang disepakati 

oleh pembeli dan penjual. (Hermano, 2008). Sedangkan menurut Vethzal 

& Permata berpendapat pengertian murabahah yaitu akad jual beli antara 

pihak bank dengan nasabah atas suatu jenis barang dengan harga yang telah 

ditetapkan kedua belah pihak. (Vethzal & Permata, 2008). 

 Berikut merupakan syarat murabahah yang harus diketahui apabila 

akan melaksanakan pembiayaan murabahah yaitu: 

a. Pembeli harus mengetahui harga pokok barang tersebut, hal tersebut 

merupakan syarat agar transaksi menjadi sah. 

b. Penjual menjelaskan keuntungan yang diperoleh dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. 

c. Objek atau barang jual beli murabahah merupakan barang yang halal, 

jelas ukuran jenis dan jumlahnya. 

Berikut merupakan rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam 

melakukan pembiayaan murabahah yaitu: 

1) Penjual (Ba’i) 

Penjual merupakan orang yang menjual barang yang dimiliki 

agar bisa diperjualbelikan kepada konsumen. 

2) Pembeli (Musytari) 

Pembeli merupakan orang yang membutuhkan barang tertentu, 

melalui proses transaksi jual beli pembeli dapat memperoleh 

barang tersebut dari penjual. 

3) Objek jual beli (Mabi’i) 
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Pada transaksi jual beli apabila tidak terdapat objek yang 

diperjual belikan maka tidak akan ada proses transaksi. 

4) Harga (Tsaman) 

Hal penting yang harus ada dalam proses transaksi jual beli 

adalah harga karena harga merupakan nilai ukur dari sebuah 

barang yang akan diperjual belikan. 

5) Ijab qbul 

rukun terakhir yang harus ada pada jual beli adalah ijab qabul, 

ijab qabul merupakan sebuah bentuk kerelaann atau merelakan 

barang tersebut kepada pembeli. 

Proses pembiayaan yang pertama adalah melakukan pengajuan 

pembiayaan sehingga terjadi praktik pembiayaan. Dengan adanya 

pengajuan pembiayaan nasabah dianggap siap melakukan tahapan-tahapan 

pembiayaan selanjutnya dan akan dilanjutan dengan proses pencairan. 

Kedudukan bank syariah sebagai penyedia dana dalam proses praktik 

pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah difungsikan sebagai 

upaya memenuhi kebutuhan nasabah yang akan membeli suatu barang 

tertentu. Selanjutnya pihak bank dan nasabah akan melakukan akad dengan 

menyepakati bagaimana pembayaran akan dilakukan, besarnya margin atau 

keuntungan dan jatuh tempo angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah. 

Berikut merupakan gambaran mekanisme pembiayaan murabahah dalam 

bentuk bagan. 
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Bagan 2. 1 

Skema Pembiayaan Murabahah 

 

Sumber:Muhammad Syafi’I Antonio, 2001,h.107 

Penjelasan bagan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Nasabah mendatangi kantor BPRS Suriyah Cilacap untuk 

mengajukan pembiayaan sertifikasi guru, selanjutnya nasabah akan 

mendapatkan penjelasan pembiayaan murabahah dan melakukan 

negosiasi dengan pihak bank dan melakukan pengisian formulir dan 

melengkapi persyaratan. 

2. Apabila sudah terjadi kesepakatan dan berkas sudah lengkap maka 

pihak bank akan melakukan akad jual beli atau murabahah. 

3. Selanjutnya pembelian oleh pihak bank syariah kepada 

penjual/supplier. 

4. Barang yang sudah dibeli oleh pihak bank syariah akan dikirimkan 

oleh supplier kepada nasabah. 

5. Barang dan dokumen telah diterima oleh nasabah. 

6. Berikutnya pembayaran akan dilakukan oleh nasabah yang harus 

disepakati dan telah disetujui pihak nasabah dan bank pada saat akad 

dilakukan. 
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4. Teori Agunan  

a. Pengertian Agunan  

Agunan adalah suatu barang yang digunakan untuk 

mengikat antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank, dimana 

nasabah pembiayaan memperjanjikan sejumlah hartanya untuk 

pelunasan pembiayaan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku apabila dalam waktu yang sudah ditentukan nasabah 

pembiayaan tidak bisa membayar atau melunasi pembiayaan 

tersebut (Supramono, 2007). Agunan merupakan unsr yang penting 

dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang yang akan 

dijadikan agunan harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis 

pembiayaan dan harus hati-hati dalam melakukan analisis karena 

harga atau barang yang dicantumkan oleh nasabah dapat diragukan 

keasliannya. 

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berdampak bagi lembaga 

keuangan pada posisi yang lemah. Apabila likuiditas/penjualan 

agunan tidak dapat dihindarkan karena pembiayaan yang sudah 

tidak bisa diselamatkan lagi, kondisi tersebut dapat merugikan pihak 

bank karena harga agunan akan lebih rendah dari harga semula 

maupun harga pasaran sehingga tidak bisa melunasi angsuran 

nasabah (Rivai, 2008). 

b. Kegunaan Agunan 

1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk 

mendapatkan pelunasan dari nilai agunan tersebut apabila 

nasabah pembiayaan tidak dapat melunasi hutang tersebut. 

2) Sebagai bentuk keseriusan nasabah pembiayaan dalam 

melakukan kewajibannya dan memberikan dorongan kepada 
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nasabah pembiayaan agar memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan akad. 

3) Menjamin agar nasabah pembiayaan berperan dalam membiayai 

usahanya, sehingga apabila nasabah meninggalkan usahanya 

nasabah juga mengalami kerugian atau perusahannya dapat 

mencega atau sekurang-kurangnya damapt meminimalisir hal 

tersebut. 

c. Jenis-jenis Agunan 

1) Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a) Agunan berwujud yaitu agunan berupa harta kekayaan 

baik benda bergerak seperti kendaraan, mesin,logam 

mulia dll, maupun benda tidak bergerak seperti tanah 

dan bangunan, yang diberikan oleh nasabah pembiayaan 

kepada pihak bank. 

b) Agunan tidak berwujud yaitu agunan yang tidak bisa 

dilihat dengan mata secara langsung biasanya berupa 

perjanjian maupun komitmen, meskipun tidak bisa 

dilihat secara langsung tapi agunan ini masih bisa 

dibilang sebagai asset yang berharga seperti obligasi, 

surat berharga (saham), hak paten dll. 

2) Agunan penanggungan 

Agunan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh 

perorangan maupun badan hukum yang merupakan pihak ketiga 

yang menjamin pemenuhan kewajiaban nasabah pembiayaan, 

apabila nasabah pembiayaan mengalami cidera janji. 

d. Agunan berdasarkan nilainya 

1) Nilai ekonomis 

a) Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas. 
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b) Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan 

biaya pemasaran. 

c) Nilainya lebih besar dari jumalah pembiayaan nasabah. 

d) Nilai jaminan harus stabil dan memiliki kemungkinan 

kenaikan harga barang dikemuadian hari. 

e) Jaminan dalam kondisi baik tidak mudah rusak,lusuh,dan 

memiliki manfaat ekonomis. 

2) Nilai yuridis 

a) Agunan harus milik nasabah pembiayaan. 

b) Ada dalam kekuasaan nasabah pembiayaan, tidak dalam 

persengketaan dengan pihak lain. 

c) Dapat dibuktikan bahwa nasabah tersebut pemiliki agunan 

dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. 

 

5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 

a. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan sebuah 

lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah 

yang berpedoman kepada A-Qur’an dan Hadis. BPRS didirikan 

berdasarkan pertauran UU No.7 tahun 1992 yang membahas tentang 

perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 mengenai 

Perbankan yang menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil dalam 

mencari keuntungan. Pada Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 

disebutkan BPRS merupakan bank yang melaksanakan atau 

operasionalnya menggunakan prinsip syariah (Kuncoro, 2020:91). 

Bank Perekonomian Rakyat Syariah awal mula didirikan 

sebagai langkah yang cukup baik dalam rangka memperbaiki 

perekonomian Indonesia yang terbentuk menjadi paket keuangan, 
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moneter, perbankan secara umum, dan secara khusus mendapat peluang 

terhadap kebijakan bank umum dalam penetapan (rate of interest) atau 

tingkat suku bunga, selanjutnya BPRS sudah dikenal sebagai sistem 

perbankan yang menggunakan prinsip bagi hasil atau syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitaif dengan 

pendekatan studi kasus. Dimana penelitian ini berkaitan dengan adanya 

pemahaman, pengertian dan makna suatu kejadian, fenomena maupun suatu hal 

yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam latar belakang yang diteliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat pengolahan dan 

pengumpulan data, penelitian ini dilakukan secara bertahap dari awal sampai 

akhir yang bersifat naratif dan holistic. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi 

yang menekan pada proses berpikir yang kritis dan analitis untuk mencari dan 

mengetahui deskripsi pada suatu fenomena melalui konsep makna, pengertian, 

gejala dan karakteristik yang disajikan secara naratif. Menurut Denzin dan 

Linclon (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat PT BPRS Suriyah 

Cilacap, waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2023 

sampai dengan 24 Maret 2024. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian disini adalah BPRS Suriyah Cilacap, sebuah lembaga 

keuangan syariah yang beroprasi di Cilacap. Subjek penelitian ini adalah pihak 

BPRS Suriyah mencakup bagian kepala bidang pemasaran dan remedial, 

marketing sertifikasi guru dan staf yang memiliki pengetahuan tentang 



33 
 

 

pembiayaan sertifikasi guru. Objek penelitian ini adalah penyelesaian 

pembiayaan bermasalah sertifikasi guru akad murabahah yang dilakukan oleh 

BPRS Suriyah Cilacap untuk mengetahui efektivitas penyelesaian pembiayaan 

bermasalah akad murabahah pada produk pembiayaan sertifikasi guru. 

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana mekanisme pembiayaan 

sertifikasi guru akad murabahah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap. 

 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder. 

1. Data Primer adalah data yang menggunakan atau dalam bentuk kata-kata 

yang dikumpulkan melalui wawancara, survey, dan sebagainya, sumber 

data primer yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Bidang 

Pemasaran dan Remidial PT BPRS Suriyah Cilacap untuk memperoleh 

informasi dan data mengenai pembiayaan sertifikasi guru akad murabahah 

dan mekanisme pembiayaan sertifikasi guru akad murabahah. peneliti juga 

melakukan wawancara dengan staf bagian Remedial BPRS Suriyah Cilacap 

memiliki tugas melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami 

pembiayaan bermasalah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan staf 

BPRS Suriyah Cilacap bagian Dewan Pengawas Syariah untuk mengetahui 

peran dalam pembiayaan sertifikasi guru. 

Tabel 3. 1 

Data Narasumber  

Narasumber Jabatan 

Suprayitno Kepala Bidang Pemasaran 

Fauzan Remedial 

Sumber: BPRS Suriyah Cilacap 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis 

(tabel, catatan, notulen rapat, dll) sumber data penelitian yang diperoleh dan 
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dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan oleh pihak lain. Data 

sekunder penelitian ini adalah tetang nasbah pembiayaan akad murabahah 

bermasalah pada produk pembiayaan sertifikasi guru. 

 

E. Pengumpulan Data 

1. Observasi Partisipatif 

Obsrvasi merupakan suatu teknik dalam mungumpulkan data untuk 

mengetahui tingkah laku nonverbal. Observasi yang peneliti lakukan 

berupa participant observer. Dimana peneliti mengamati dan ikut 

berpartisipasi juga terlibat dalam aktivitas yang diamatidi BPRS Suriyah 

Cilacap. 

2. Wawancara (Purposive sampling) 

Wawancara adalah sebuah metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data untuk mengetahui atau mengulik kejadian yang 

dilakukan melalui adanya korelasi antara pewawancara dan narasumber 

menggunakan percakapan secara langsung maupun online. Wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terencana-tidak 

terstruktur. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 

teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data yang 

memiliki kriteria yang sesuai dengan yang kita teliti yaitu Kepala Bidang 

Pemasaran dan Remedial PT BPRS Suriyah Cilacap, Bidang  Remedial 

Sertifikasi Guru dan Dewan Pengawas Syariah untuk mendapatkan data dan 

informasi tentang pembiayaan akad murabahah bermasalah pada produk 

sertifikasi guru yang ada di PT BPRS Suriyah Cilacap dengan membuat 

rancangan wawancara agar hasilnya maksimal, dan tidak menggunakan 

format wawancara serta tidak menggunakan urutan yang baku. Sehingga 

dapat memberikan peluang kepada subjek yang diteliti untuk dapat 

berargumen. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

pengumpulan data sebagai sumber informasi, dapat berupa teks tertulis, 

kutipan gambar, maupun foto yang disebut dengan dokumentasi. 

Penulis pada penelitian ini mengumpulkan arsip dan data terkait 

pembiayaan sertifikasi guru akad murabahah. 

 

F. Analisis Data 

Proses yang dilakukan untuk memeriksa data, mereview data dan 

mengimplementasikan suatu data yang terkumpul agar dapat menerangkan dan 

menggambarkan adanya situasi sosial dalam penelitian tersebut dengan analisis 

data. Adanya analisis data yang dilakukan berkaitan dengan pengumpulan data, 

reduksi data, display data (penyajian data), dan kesimpulan (Sugiyono, 2020). 

1. Reduksi Data 

Adanya suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan pemilihan, 

penyederhanaan, dan pemfokusan untuk membuat adanya kesimpulan akhir 

yang dapat digambarkan disebut dengan reduksi data. 

Adanya pemilihan analisis dari suatu penelitian dalam reduksi data 

dapat dilakukan untuk pemilihan data yang akan diberi kode, pemilihan 

data mana yang akan ditarik serta bagaimana rangkuman cerita yang seperti 

apa dalam pola pengembangan yang diteliti. 

Penyusunan data reduksi ini dapat dilakukan sesudah kerja lapangan 

hingga laporan akhir penelitian lengkap dan selesai. 

2. Penyajian Data  

Kegiatan menganalisis data dengan cara mengumpulkan berbagai 

informasi yang telah disusun sehingga dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan dan mengambil suatu tindakan disebut dengan penyajian data. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan bertujuan untuk memahami suatu 
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informasi yang diperoleh dengan mengamati suatu peristiwa yang terjadi 

sehingga pemahaman yang bersangkutan dapat dilakukan melalui hasil 

analisis lebih lanjut terkait dengna penelitian yang ada. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Adanya penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian merupakan 

prosesi akhir dalam penelitian berupa pernyataan singkat mengenai dengan 

hasil dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan pada penelitian 

tentunya akan memberikan warna yang sesuai apabila catatan lapangan dan 

penggunaan jenis metodelogi yang digunakan untuk mengelola data serta 

penglaman yang dilakukan oleh peneliti sesuai denga apa yang telah 

dilakukan. Hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan dapat 

memberikan informasi yang nantinya akan menjadi suatu kesimpulan dari 

sebuah penelitian. 

 

G. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data adalah untuk mengukur kredibilitas data untuk 

menguji keabsahan data. Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data, uji 

transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Uji keabsahan data 

biasa dilakukan dengan triangulasi, triangulasi merupakan pengecekan data 

dari beberapa sumber dengan berbagai cara yang sudah dilakukan dan berbagai 

waktu (Sugiyono: 2016).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengujian yang sesuai 

yaitu: 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa 

sumber, mengecek dan membandingkan suatu informasi yang diperoleh 

(Lexy J. Moleong, 2012:330). Dalam penelitian ini penulis melakukan 
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pengecekan pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, 

pengamatan data dan dokumen. 

2. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi merupakan data pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan. Penulis menggunakan referensi seperti foto-

foto, rekaman, kepustakaan dan data pendukung lainnya (Suharsimi, 2006: 

275) 

3. Pengujian confirmability (kepastian) 

Pengujian confirmability biasa disebut dengan uji objektifitas. 

Penelitian ini dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian sudah 

disepakati banyak orang. Apabila hasil penelitian adalah fungsi dari proses 

penelitian yang sudah dilakukan, maka penelitian sudah memenuhi standar 

objektifitas (Suharsimi, 2006: 279). Penelitian ini akan meminta konfirmasi 

keabsahan data salah satunya dari pihak BPRS Suriyah Cilacap. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. BPRS Suriyah Cilacap 

1. Sejarah Berdirinya BPRS Suriyah Cilacap 

BPRS Suriyah Cilacap merupakan lembaga keuangan yang 

bergerak di bidang perbankan syariah yang didirikan di Cilacap, Jawa 

Tengah tepatnya di Jalan DI Panjaitan No 47A, Donan Cilacap. 

BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) Suriyah Cilacap 

didirikan dengan Akta Notaris Naimah, SH, MH, dengan Nomor 3 pada 

tanggal 6 Januari 2005 yang sudah disahkan oleh Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor: C-02469 HT 2005 pada tanggal 31 januari 

2005, serta masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2005, dengan tambahan nomor 8311 dan telah mengalami beberapa 

perubahan. BPRS Suriyah Cilacap memulai operasionalnya pada tanggal 1 

April 2005.  

BPRS Suriyah Cilacap berkembang cukup baik dan sudah memiliki 

5 kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Kudus, 

Kantor Cabang Slawi Tegal, Kantor Cabang Pekalongan, dan Kantor 

Cabang Salatiga. Selain kantor cabang BPRS Suriyah juga memiliki 

beberapa kantor Kas yang terletak di beberapa daerah yaitu Kroya, Sidareja, 

Majenang, Gumilir dan Semarang. Terdapat Payment Point di RSI Fatimah 

Cilacap dan memiliki Mobile Cash Around yang beroperasi di wilayah 

Cilacap. 
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2. Struktur Organisasi BPRS Suriyah Cilacap Periode 2023-2028 

Berikut merupakan penjabaran struktur organisasi BPRS Suriyah Cilacap 

pada Gambar 4.1. 

a. Direktur Utama : H. Ahmad Mujahid 

b. Direktur Bisnis : Akrom Khasani 

c. Kepala Unit   :  Nunuk Yuli F. 

d. Pembukuan  :  Vidya Rinukti Y. 

e. Kabid. Operasional : Yusy Priyatiningsih 

f. Pembiayaan dan AO :  Suprayitno 

Fauzan 

Puguh Santoso 

Lisna Gina S. 

Salsa Novia P. 

Andreani Irodat T. 

g. Costumer Service  : Naely Karima 

h. Teller   : Annisa Rizky H. 

i. Office Boy  : Reva haryanto 
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Bagan 2. 2  

Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah Cilacap Periode 2023-2028 

  

R
U

PS

Dewan Pengawas 
Syariah

K.H Habib Mushofa

Dewan Komisaris

Dra. Hj. Siti 
Chasanah, MM

Direktur Utama

H. Ahmad Mujahid, 
SE, MM.

Kepala Divisi 
Manajemen Risiko & 

Kepatuhan

Angke Winnetou

Pengawas Interna

Irfan Adhy Pratamal

Direktur Bisnis

Akrom Khasani, SH.

Kepala Divisi 
Operasional, IT & 

Pelaporan

Anton Tobing

Teknologi Informasi 
& Pelaporan

Agus Wahyudi

Digital Marketing 
Officer

Septi Ginarti

Kepala Divisi SDM & 
Umum

Diah Ayu Shitawati

SDM, Umum & 
Kesekretariatan

Maharani Yana P.

PJS Kepala Kantor Pusat 
Operasional

Nunuk Yuli F.

Kepala Bidang 
Operasiona

Yusy Priyatiningsih 

Pembukuan

Vidya Rinukti Y

Customer Service 

Naely Karima

Teller

Annisa Rizky H.

Kepala Bidang 
Pemasaran dan 

Remedial

Suprayitno

Penyaluran Dana

Puguh Santoso

Penghimpunan Dana

Fendi Setiyono

Remedial

Jatmiko

Fauzan

Administrasi 
Pembiayaan

Salsa Novia P.

Support Pembiayaan

Andreani Irodat T.

Kepala Bidang 
Kantor Kas Timur

Fauzan

Kantor Kas Gumilir

Dony Hari N.

Kantor Kas Kroya

Eko Ratoyo

Kepala Bidang 
Kantor Kas Barat

Anis Agus S.

Kantor Kas Sidareja

Iska Asabiq

Kantor Kas Majenang

Guha Gangga

Sumber: BPRS Suriyah 
Cilacap
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Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, berikut 

merupakan deskripsi struktur organisasi BPRS Suriyah Cilacap. 

a. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris memiliki tugas berupa pengecekan dan 

pengawasan intern bank dan bertugas melakukan pengarahan dalam 

melaksakan tugas Direksi yang sudah diberikan agar sesuai dengan 

kebijakan perseroan yang ada. 

b. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas melakukan 

pengawasan, pengecekan dan penilaian atas produk perbankan yang 

akan ditawarkan dengan tujuan penghimpunan dan penyaluran dana 

dari masyarakat dan untuk masyarakat agar sesuai dengan syariat islam 

yang dijabarkan dalam bentuk keputusan atau fatwa. 

c. Dewan Direksi  

Dewan Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang 

atau lebih Direktur, memiliki tugas dan mengawasi dan melakukan 

pengecekan operasional bank sehari-hari, sesuai  kebijakan umum yang 

disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

d. Direktur Utama 

1) Mewakili Direktur Utama atas nama perseroan. 

2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan 

perseroan. 

3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya 

dalam hubungan dengan pihak ekstren perusahaan. 

e. Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) 
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Bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Operasional 

Prosedur (SOP) pada setiap bidang sera melakukan laporan rutin 

berkala atas pengawasannya kepada Direksi 

f. Unit Kerja Khusus APU PPT 

Bertanggung jawab atas penerapan Program Anti Pencucian 

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). 

g. Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan 

Bertanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi 

kepatuhan, dan membawahi langsung seluruh satuan kerja pada BPRS 

Suriyah terkait penrapan manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi 

kepatuhan. Penerapan manajemen risiko meliputi: 

1) Risiko Pembiayaan 

2) Risiko Operasional 

3) Risiko Kepatuahn 

4) Risiko Likuiditas 

5) Risiko Reputasi 

6) Risiko Hukum 

h. Kepala Divisi Operasional, IT dan Pelaporan 

Bertugas memimpin, mengecek, mengawasi dan bertanggung 

jawab atas terlaksananya kelancaran kerja yang sudah diberikan di 

bagian operasional, pelaporan dan teknologi informasi serta melakukan 

laporan rutin berkala atas kinerjanya kepada Direksi. 

i. Teknologi Informasi dan Pelaporan 

Bertanggung jawab merawat software/hardware yang ada di 

perusahaan, beranggung jawab terhadap pengelolaan IT perusahaan dan 

laporan SLIK IDEB, laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan laporan lainnya yang ditunjukan. 
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j. Digital Marketing Officer 

Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Operasional, IT dan 

Pelaporan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran/promosi 

melalui media digital sebagai salah satu upaya membangun brand 

awareness produk dan perusahaan. 

k. Kepala Divisi SDI dan UMUM 

Bertanggung jawab kepada Direksi, bertanggung jawab 

terhadap pembinaan Sumber Daya Insani, pengadaan dan pengawasan 

perlengkapan serta bertanggung jawab dalam keindahan, 

pengadministrasian aturan perusahaan, keamanan asset perusahaan dan 

berkoordinasi dengan Pejabat Eksekutif lainnya dan Kepala Direksi. 

l. Personalia/Sumber Daya Insani 

Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi SDI dan Umum, 

melakukan tugas pencatatan,  pembinaan kepada individua tau 

kelompok, mencatat ketersediaan perlengkapan dan layanan lainnya di 

bidang personalia dan umum, berkoordinasi dengan seluruh kantor. 

m. Bagian Umum 

Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi SDI dan Umum, 

bertanggung jawab penuh atas pengaturan dan pelaksaan pekerjaan 

yang berhubungan dengan kepegawaian, pengadaan barang yang 

berguna untuk kelancaran operasi bank, pemeliharaan dan keamanan 

terhadap semua kekayaan bank, serta pemeliharaan terhadap kebersihan 

dan keindahan di lingkungan kantor. 

n. Kepala Kantor Pusat Operasional / Kepala Cabang 

Bertanggung jawab kepada Direksi, mewakili Direksi 

berdasarkan surat kuasa atas nama perusahaan, memimpin dan 

mengelola Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang sehingga tercapai 
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tujuan perseroan, memiliki tanggung jawab terhadap operasional kantor 

Pusat Operasional / Kantor. 

o. Kepala Bidang Operasional 

Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pusat 

Operasional/Kepala Cabang Membawahi Pembukuan/Akunting, Teller, 

Layanan Nasabah/Customer Service, Payment Point, Kas Keliling, 

Petugas Keamanan, Pramubakti, dan Supir tugasnya mengawasi, 

memimpin dan bertanggung jawab atas bagaimana kelancaran kerja di 

bagian operasional, menjaga layanan prima, bertanggung jawab atas 

keamanan dan kebersihan asset perusahaan, serta melakukan laporan 

secara berkala atas hasilnya kepada Kepala Kantor Pusat 

Operasional/Kepala Cabang dan Direksi. 

p. Customer Service 

Bertanggung jawab kepada kepala bidang operasional, 

melakukan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu sesuai dengan SOP 

Perbankan Syariah dan Islami serta melakukan pemberian informasi 

yang dibutuhkan oleh nasabah secara jelas, baik, sopan dan 

santunkepada nasabah maupun tamu. 

q. Teller 

Bertanggung jawab kepada kepala bidang operasional, melayani 

dan membantu nasabah dalam hal transaksi berupa penarikan, setoran 

uang uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank. 

r. Account Officer Pembiayaan 

Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pusat 

Operasional/Cabang, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan 

produk sesuai dengan ketentuan Bank Syariah dengan memberikan 

pelayanan terbaik  kepada nasabah sehingga memberikan keuntungan 
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terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan tujuan dan keamanan 

atas pembiayaan yang telah diberikan. 

s. Remedial 

Menyelesaikan angsuran pembiayaan yang memiliki kendala 

atau bermasalah yang melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 

3 bulan dan mengatur kembali jadwal penagihan dan melakukan 

laporan hasil angsuran yang ditagih kepada atasnya. 

3. Visi dan Misi BPRS Suriyah Cilacap 

a. Visi BPRS Suriyah Cilacap 

Menjadi BPRS yang efisien, kompetitif dan menggunakan 

prinsip kehati-hatian sehingga mampu mendukung sektor riil secara 

nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil 

dalam rangka tolong menolong, keadilan menuju kebaikan dan 

kemaslahatan ummat dengan memperluas jaringan pelayanan serta 

pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan 

berintegritas. 

b. Misi BPRS Suriyah Cilacap 

1) Ikut membangun ekonomi ummat islam. 

2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang dapat 

mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara efisien 

dan produktif. 

3) Proses pertumbuhan secara optimal. 

4) Memelihara hubungan kerja yang baik. 

4. Produk Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap 

BPRS Suriyah Cilacap merupakan lembaga keuangan yang 

bergerak dalam bidang perbankan dalam melakukan operasional perbankan 

yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan (wadiah) dan deposito berjangka menggunakan prinsip 

mudharabah atau jenis kegiatan transaksi lain yang menggunkan prinsip 
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mudharabah maupun wadiah. BPRS Suriyah Cilacap juga melakukan 

penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yaitu 

pembiayaan jual beli menggunakan prinsip murabahah, transaksi leasing 

menggunakan prinsip ijarah, pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip 

mudharabah atau musyarakah, dan pembiayaan menggunakan prinsip qard 

(www.bansuriyah.com). 

Tabel 2. 1 

Produk Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap 

Produk Simpanan Produk Pinjaman 

1. Tabungan Syariah (Tasya) 

2. Tabungan Smart 

3. Tabungan Pelajar dan Santri 

4. Tabungan Simpanan Pelajar 

5. Tabungan Haji Baitullah 

6. Tabungan Qurban 

7. Tamansari (Tabungan Masa 

Depan Bank Syariah Suriyah) 

8. Tabungan Ukhuwah 

9. Deposito Mudharabah 

1. iB Bisya Murabahah 

2. iB Bisya 

Musyarakah 

3. iB Bisya 

Mudharabah 

4. iB Bisya Ijarah 

5. iB Bisya Istishna 

6. iB Bisya Qord 

7. iB Bisya Multiguna 

  Sumber: BPRS Suriyah Cilacap 

Berikut merupakan penjelasan table diatas: 

1) Murabahah adalah jenis akad jual beli yaitu suatu jenis barang, 

dimana penjual menjelaskan barang yang akan diperjual belikan 

kepada pembeli, yaitu harga pembelian asli kepada pembeli, 

kemudian penjual menjelaskan laba/keuntungan barang tersebut 

dalam jumlah tertentu. Barang yang diperjual belikan adalah 

barang konsumsi seperti kendaraan/alat transportasi, rumah, alat 

rumah tangga dan sejenisnya. 
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2) Akad musyarakah merupakan akad yang digunakan oleh bank 

guna memenuhi kebutuhan permodalan nasabah untuk 

menjalankan proyek atau usaha yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Nasabah memiliki peran sebagai pengelola usaha 

dan bank berperan sebagai mitra, pihak bank akan mendapat 

keuntungan sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan 

yang sudah ditentukan. 

3) Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak 

bank selaku pemilik modal/dana (shahib al maal) dengan 

nasabah sebagai Mudharib yang memiliki keterampilan atau 

keahlian dalam mengelola usaha yang produktif dan halal. Hasil 

keuntungan yang didapat dari penggunaan dana tersebut dibagi 

kepada pihak bank berdasarkan nisbah yang ditentukan oleh 

kedua belah pihak. 

4) Ijarah disebut akad pemindah manfaat atau hak guna suatu 

barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan melalui 

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan peralihan 

kepemilikan barang tersebut. Maksud “manfaat” adalah 

berguna, yaitu barang yang memiliki banyak manfaat dan 

selama penggunaan barang tersebut tidak 

mengalami perubahan, kerusakan atau musnah. Manfaat yang 

diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar 

sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa 

untuk perjalanan. 

5) Istishna merupakan prinsip jual beli yang memiliki proses 

pembuatan barang yang dipesan oleh pembeli dengan kriteria 

dan persyaratan yang disetujui antara pemesanan dan penjual 
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6) Qord prinsip pembiayaan atas dasar saling menolong dalam 

kebaikan, dengan pengembalian pinjaman yang sesuai dengan 

pokok pinjaman. 

7) Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa 

yang diperlukan oleh nasabah untuk konsumsi dalam jangka 

waktu yang sudah disetujui, dalam hal ini pembiayaan sertifikasi 

guru termasuk dalam pembiayaan multi guna yang 

menggunakan akad ijarah dan murabahah sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

B. Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah pada Produk Sertifikasi Guru 

di BPRS Suriyah Cilacap 

Pengertian Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru adalah kegiatan uji kompetensi dari pemerintah 

berupa sertifikat pendidik untuk tenaga pengajar yang akan diserahkan 

kepada para guru sebagai tenaga pendidik profesional. Sertifikasi guru telah 

ditetapkan pada UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tetang UU Sistem 

Pendidikan Nasional. Pada Pasal 61 dinyatakan bahwa sertifikat guru dapat 

berbentuk sertifikat kompetensi maupun ijazah. Sertifikat guru dapat 

diperoleh apabila tenaga pengajar melakukan uji kompetensi dan lulus uji 

kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidik yang terakreditasi 

dan lembaga pelatihan sertifikasi. 

Sertifikasi guru menurut Ali Mudlofir merupakan proses pemberian 

sertifikat pendidik kepada guru yang sudah melakukan uji kompetensi. 

(Mudlofir, 2012). Sedangkan pengertian sertifikasi guru menurut Suyatno 

adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan uji kompetensi guru dan telah memenuhi standar 

kompetensi guru. (Suyatno, 2007). 
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Dengan kata lain sertifikasi guru berarti proses uji kompetensi yang 

telah disusun untuk menilai atau menguji pemahaman kompetensi dalam 

melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik professional sebagai landasan 

pemberian sertifikasi pendidik. 

 

3) Tujuan Sertifikasi Guru 

Tujuan sertifikasi guru menurut Suyatno adalah: 

1) Sebagai penentu kemampuan guru atau tenaga pendidik dalam 

melakukan tugas sebagai kunci pembelajaran dalam 

mewujudkan impian di dunia Pendidikan. Tenaga pendidik 

berarti pelaku dalam proses pembelajaran, apabila belum 

memiliki kemampuan yang professional guru perlu mengikuti 

pralihan profesi tertentu atau Pendidikan formal tambahan. 

2) Meningkatkan mutu dalam kegiatan kemajuan pendidikan. 

Mutu siswa merupakan hasil Pendidikan yang ditentukan oleh 

kecerdasan, minat, dan upaya usaha dari siswa tersebut. Selain 

itu mutu siswa juga ditentukan dari mutu seorang guru dan mutu 

proses pembelajaran yang dilakukan, maupun proses 

pembelajaran dilingkup sekolah maupun nasional. 

3) Meningkatkan martabat guru. Dengan segala hal proses yang 

sudah dilakukan baik Pendidikan formal maupun pelatihan yang 

telah diikuti, diharpkan guru dapat memberikan lebih banyak 

kepada kemampuan dan kemajua siswa. 

4) Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesionalisme guru 

banyak ditentukan oleh Pendidikan. Sertifikasi guru sebaiknya 

akan menjadikan peningkatan kinerja guru sebagai langkah awal 

agar tenaga pendidik lebih professional (Suyatno, 2007:2) 
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Pembiayaan akad murabahah pada produk sertifikasi guru yaitu produk 

pembiayaan menggunakan akad jual beli bagi guru yang sudah memiliki 

sertifikat pendidik, dimana pihak bank akan memfasilitasi nasabah yang 

memiliki kebutuhan untuk memiliki sebuah barang. Ketentuan transaksi jual 

beli yaitu harga barang dan biaya lain yang berkaitan dengan perolehan barang 

serta keuntungan (margin) tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak 

pada saat akad dilaksanakan. Pembelian barang pada akad ini dapat dilakukan 

sendiri oleh nasabah dengan tambahan akad wakalah akad untuk mewakili. 

Berikut merupakan persyaratan dan tahap pembiayaan akad murabahah 

pada produk sertifikasi guru di BPRS Suriyah Cilacap: 

a. Foto Copy KTP Suami atauIstri 

b. Foto Copy Kartu Keluarga, ID Pegawai 

c. Foto Copy Buku Nikah 

d. Foto Copy SK Terakhir 

e. Foto Copy NPWP 

f. Pas Photo Suami Istri 3x4 2 Lembar 

g. Foto Copy Slip Gaji Terbaru 

h. Foto Copy Surat Tugas/Jam Mengajar 

Sertifikasi Pendidikan (Asli)  
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Gambar 4. 1 

Brosur Pembiayaan Sertifikasi Guru 

 

    

Sumber: BPRS Suriyah Cilacap 

Berikut merupakan tahap pengajuan pembiayaan sertifikasi guru: 

1. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dapat langsung mengunjungi 

kantor BPRS Suriyah Cilacap menemui bagian Customer Service, atau 

dapat menghubungi Account Officer bagian penyaluran dana. 

2. Nasabah melakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan dan 

menglengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. 

3. Setelah nasabah sudah melengkapi semua berkas, berkas tersebut 

selanjutnya akan diadministrasikan pada bagian admin. Admin akan 

melakukan pengecekan (BI Checking, biaya yang dibebankan kepada 

nasabah, pengecekan saldo ATM dan keaslian jaminan). 

4. Apabila hasil BI Checking sudah keluar maka selanjutnya akan diproses 

oleh bagian marketing untuk langsung survey ke tempat nasabah. 
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5. Selanjutnya pengajuan kepada pimpinan apakah pembiayaan disetujui atau 

tidak, sesuai dengan semua data dan hasil survey yang sudah dilakukan oleh 

admin dan marketing. 

6. Apabila pengajuan pembiayaan disetujui maka tahapan selanjutnya admin 

akan menginput data pembiayaan yang ada. 

7. Apabila semua berkas sudah terinput dengan baik kemudian akan 

dilaksanakan akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. 

 

C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Produk 

Sertifikasi Guru 

1. Risiko Pembiayaan Akad Murabahah pada Produk Sertifikasi Guru di 

BPRS Suriyah Cilacap 

Pembiayaan akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip jual 

beli. BPRS Suriyah Cilacap telah meluncurkan produk sertifikasi guru 

menggunkan akad murabahah pada tahun 2018. Produk murabahah 

sertifikasi guru diluncurkan karena dalam pelaksanaanya terdapat potensi 

besar terutama dalam hal profitabilitas. Produk sertifikasi guru dalam 

pelaksanaanya dianggap relatif aman karena pembayaran angsuran 

sertifikasi guru dapat langsung dilakukan dengan pemotongan gaji 

sertifikasi yang sudah dicairkan dari rekening nasabah. 

Meskipun dalam segi pembayaran angsuran dianggap relatif aman, 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan sertifikasi guru 

memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kolektibilitas 

pembiayaan dan memperburuk tingkat kesehatan bank, karena tingkat 

Kesehatan bank salah satunya diukur dari rasio NPF (NonPerforming 

Financing) atau rasio tingkat kredit bermasalah. 
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Tabel 4. 1 

Skala Kolektabilitas Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap 

Kolektabilitas Tingkat Pembiayaan Keterangan 

Kol 1 Lancar Nasabah angsur tepat waktu 

Kol 2 Lancar (Dalam perhatian 
khusus) 

Nasabah telat angsur >1 
bulan 

Kol 3 Kurang lancar Nasabah telat angsur >3 

bulan 

Kol 4 Diragukan Nasabah telat angsur >6 
bulan 

Kol 5 Macet Nasabah telat angsur >9 

bulan 

Sumber: Wawancara dengan Bapak Suprayitno, Kepala Bidang Pemasaran 

dan Remedial (14 januari 2024 pukul 14:30) 

 Hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan Fauzan 

selaku Divisi Pemasaran pembiayaan Sertifikasi guru diidentifikasi oleh 

peneliti bahwa terdapat beberapa risiko internal yang harus diantisispasi 

dalam pembiayaan akad murabahah sertifikasi guru yaitu: 

a. Penggandaan Sertifikasi Pendidik oleh nasabah 

Pembiayaan sertifikasi guru memiliki risiko penggandaan sertifikasi 

pendidik yang dilakuka oleh nasabah, biasanya nasabah menggandakan 

sertifikasi pendidik untuk melakukan pembiayaan di bank lain, pihak 

bank tidak dapat menganalisis apakah sertifikat pendidik yang 

diserahkan itu sudah digandakan atau belum, karena pihak bank tidak 

dapat melakukan pengecekan sebelum proses pembayaran angsuran 

yang kedua setelah pencairan dana sertifikasi guru. Penggandaan 

sertifikasi guru juga sangat sulit untuk dibedakan. 

b. Telatnya pencairan dana sertifikasi guru 

Pembiayaan sertifikasi guru juga memiliki risiko telatnya pencairan 

dana ynag dilakukan oleh pemerintah. Kerena pada pembiayaan 
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sertifikasi guru angsuran yang dilakukan oleh nasabah akan langsung 

dipotong oleh pihak bank, sehingga apabila pemerintah telat dalam 

melakukan pencairan dana sertifikasi guru otomatis pembayaran 

angsuran pembiayaan sertifikasi guru terhambat dan mengalami gagal 

bayar yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah. 

c. Nasabah dipecat dari pekerjaannya  

Pemecatan nasabah dari sekolah mungkin saja bisa terjadi karena suatu 

lasan tertentu baik disebabkan karena nasabah tersebut melanggar atau 

melakukan kesalan di tempat kerjannya atau nasabah tersebut dipecat 

dari pekerjaanya karena kebijakan dari pemerintah. 

d. Dana srtifikasi nasabah dicabut 

Risiko dicabutnya dana sertifikasi guru kepada nasabah merupakan 

suatu risiko yang tinggi karena apabila dana sertifikasi tersebut dicabut 

maka pihak bank tidak dapat memotong gaji sertifikasi guru untuk 

melakukan angsuran yang mengakibatkan pembiayaan yang 

bermasalah. 

e. Penggunaan Mobile Banking dan penggandaan kartu ATM 

Risiko yang paling riskan adalah penggunaan Mobile Banking dan 

penggandaan kartu ATM, pada saat akad nasabah sudah melakukan 

perjanjian tidak diperkenakan untuk menggunakan Mobile Banking 

karena nasabah dapat tarik tunai melalui Mobile Banking tanpa 

sepengetahuan pihak bank dan menyebabkan gagal bayar karena saldo 

yang di tabungan tidak cukup untuk mengangsur dan menyebabkan 

pembiayaan yang bermasalah. selain menggunkan Mobile Banking 

nasabah juga melakukan kecurangan dengan menggandakan kartu 

ATM dengan cara membuat surat kehilangan kepolisian paslu kepada 

pihak bank yang melakukan pencairan sertifikasi guru hal itu dilakukan 

nasabah untuk melakukan kecurangan dengan cara tarik tunai. Hal 
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tersebut merupakan salah satu bentuk risiko internal yang dilakukan 

oleh nasabah karena nasabah tidak memiliki rasa tanggung jawab utuk 

melunasi hutang tersebut melainkan menggunakan dana tersbut untuk 

kepentingan pribadi. 

 

2. Penanggulangan Risiko Pembiayaan Akad Murabahah pada Produk 

Sertifikasi Guru di BPRS Suriyah Cilacap 

Pembiayaan Sertifikasi Guru pada pelaksanaanya memiliki 

berbagai risiko, sehingga BPRS Suriyah harus memiliki beberapa cara 

untuk mengurangi atau meminimalisir risiko tersebut agar pembiayaan 

sertifikasi guru tidak mengalami gagal bayar yang menyebabkan 

pembiayaan yang bermasalah. BPRS Suriyah sudah menetapkan beberapa 

upaya untuk meminimalisir risiko yang ada sesuai dengan SOP (Standar 

Operasional Prosedur). Berikut merupakan upaya yang dilakukan BPRS 

Suriyah dalam meminimalisir risiko Pembiayaan Sertifikasi Guru: 

a. Nasabah tidak boleh menggandakan buku tabungan maupun kartu 

ATM, apabila nasabah ingin meminjam buku tabungan dan kartu ATM 

maka perlu adanya pendampingan dari pihak bank. 

b. Pembuatan surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah 

pembiayaan murabahah sertifikasi guru yang menyatakan bahwa 

nasabah tidak menggunakan Mobile Banking untuk kepentingan apapun 

pada dana tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru. 

c. Apabila dana tunjangan profesi guru atau sertifiasi guru belum cair atau 

pemerintah telat dalam pencairan dana tersebut maka nasabah harus 

membayar angsuran dengan menggunakan uang pribadi atau gaji dari 

selain sertifikasi guru. 

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya gagal bayar atau 
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pembiayaan bermasalah, sehingga pembiayaan berjalan sesuai dengan 

dan lancar. Namun dengan upaya tersebut yang sudah dijalankan masih 

ada nasabah yang melakukan kecurangan dan mengalami pembiayaan 

bermasalah. berikut merupakan hasil wawancara mengenai nasabah 

yang mengalami pembiayaan bermasalah, untuk menjaga privasi maka 

identitas nasabah akan disamarkan. 

Tabel 4. 2 

Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS 

Suriyah Cilacap 

Nasabah Jumlah Pembiayaan Tenor Keterangan 

Sxxx 25 Juta 36 Bulan Nasabah melakukan 

penggandaan kartu ATM, 

susah untuk ditemui dan 

sudah pidah sekolah. Pihak 

bank sudah melakukan 

kunjungan ke sekolah 

tempat mengajar nasabah 

dan mengambil jalur 

hukum atas penggandaan 

jaminan. 

Cxxx 65 Juta 21 Bulan Nasabah melakukan 

penggandaan kartu ATM 

untuk melakukan 

pembiayaan di bank lain 

Hxxx 70 Juta 33 Bulan Nasabah melakukan 

penggandaan kartu ATM 

dan melakukan 

pembiayaan di bank lain. 
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Hxxx 65 Juta 21 Bulan Nasabah sudan pensiun 

dan susah dicari, Nasabah 

memblokir kartu ATM dan 

membuat pernyataan palsu 

ke polisi bahwa karu ATM 

hilang dan membuat kartu 

ATM baru untuk 

mengambil gaji sertifikasi 

guru tanpa sepengetahuan 

BPRS Suriyah Cilacap. 

Ixxx 70 Juta 36 Bulan Nasabah sudah melakukan 

angsuran kembali dan 

sudah lunas setelah pihak 

BPRS Suriyah Cilacap 

melakukan pengancaman 

akan mendatangi sekolah 

nasabah tempat nasabah 

mengajar dan akan 

melaporkan ke polisi 

apabila ancaman tersebut 

dihiraukan. 

Sumber: BPRS Suriyah Cilacap wawancara Bapak Fauzan (15 Februari 2024) 

Setelah mendapatkan data diatas peneliti melakukan wawancara 

kembali pada 22 Mei 2024 bersama Bapak Fauzan selaku divisi remedial 

sertifikasi guru, menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah 

belum ada pada tahap pelaporan kepada pihak berwajib mupun jalur hukum 

melainkan masih pada tahap penyelesaian secara kekeluargaan. Disebutkan 

pada tabel bahwa nasabah Sxxx sudah pada tahap penyelesaian dengan 
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melakukan jalur hukum, namum pada kenyataannya pihak BPRS masih 

menyelesaikan dengan cara kekeluargaan (musyawarah mufakat). Pihak 

BPRS Suriyah dan nasabah sudah menyelesaikan secara kekeluargaan 

dengan menambah jamianan sertifikat tanah sebagai bentuk keseriusan 

nasabah untuk melunasi pembiayaan, dan menentukan jadwal angsuran 

kembali sesuai dengan kesepakatan. dan apabila dalam jangka waktu 3 

bulan nasabah tidak ada iktikad baik dan susah untuk komunikasi pihak 

BPRS akan menggunakan jalur hukum. 

 

3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada 

Produk Sertifikasi Guru di BPRS Suriyah Cilacap 

BPRS Suriyah Cilacap merupakan lembaga yang bergerak pada 

bidang keuangan yang menggunakan prinsip syariah, dalam operasionalnya 

BPRS Suriyah Cilacap melakukan penghimpun dana dari masyarkat yang 

memiliki dana lebih dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan dalam 

transaksinya mengandung berbagai risiko yang tinggi yaitu risiko gagal 

bayar yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah. BPRS Suriyah 

dalam melaksanakan proses penerimaan pengajuan pembiayaan sudah 

sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan dalam menganalisa data 

pembiayaan sudah sedetail mungkin, namun masih ada saja nasabah yang 

melakukan kecurangan dan gagal bayar dalam angsuran pembiayaan. 

Untuk meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah BPRS Suriyah 

sudah menerapkan beberapa penanganan untuk pembiayaan yang 

mengalami pembiayaan bermalalah, berikut merupakan penanganan yang 

dilakukan BPRS Suriyah Cilacap dalam menanggulangi pembiayaan yang 

mengalami masalah atau gagal bayar: 
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a. Pendekatan Musyawarah mufakat dengan Nasabah 

Pendekatan penyelesaian pembiayaan bermasalah 

menggunakan pendekatan musyawarah merupakan langkah awal yang 

akan dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah. pendekatan musyawarah ini bisa dikatan upaya preventif 

(pencegahan) yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap. Musyawarah 

merupakan upaya untuk bernegosiasi dengan nasabah mengenai 

pembiayaan yang bermasalah dan tetap menjalin tali silaturahmi dengan 

nasabah. Pihak bank akan melakukan kunjungan secara rutin kepada 

nasabah yang masih memiliki iktikad baik dan kemauan membayar 

angsuran sesuai dengan kesepakatan.  

b. Teguran secara tulis 

Teguran secara lisan dalam upaya penanganan pembiayaan 

bermaslah yang dilakukan BPRS Suriyah Cilacap ditujukan kepada 

nasabah yang mengalami telat bayar dalam kolektabilitas lancar dalam 

perhatian agar nasabah mengetahui informasi tentang pembiayaan yang 

sedang berjalan. Nasabah dalam kolektabilitas lancar dalam perhatian 

yaitu nasabah yang mengalami telat bayar sebanyak 1,2, dan 3 kali 

setelah angsuran jatuh tempo. Berikut merupakan tahapan pemberian 

teguran secara lisan yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap, adalah 

sebagai berikut: 

1) SP 1 (Surat Peringatan1) 

Surat peringatan 1 diberikan kepada nasabah pembiayaan 

yang mengalami telat bayar menjadi kurang lancar selama 1 bulan 

dan dalam perhatian khusus. Langkah yang dilakukan oleh BPRS 

Suriyah ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada nasabah 

agar segera melaksanakan kewajiban angsuran pembiayaan agar 

permasalahan tidak berlaut larut.  



60 
 

 

2) SP 2 (Surat Peringatan 2) 

Surat peringatan 2 diberikan kepada nasabah apabila surat 

peringatan 1 sudah diberikan kepada nasabah dan tidak ada 

tanggapan. Tujuan diberikannya surat peringatan 2 ini sama dengan 

surat peringatan 1 yaitu memberi peringatan kepada nasabah agar 

segera melaksanakan kewajiban angsuran pembiayaan yang sudah 

mengalami kemacetan angsuran selama 2 bulan. 

3) SP 3 (Surat Peringatan 3) 

Surat peringatan 3 diberikan kepada nasabah apabila surat 

peringatan 1 dan 2 sudah diberikan dan tidak ada tanggapan. Tujuan 

surat peringatan 3 ini diberikan kepada nasabah masih sama dengan 

surat peringatan 1 dan 2 yaitu untuk memberi peringatan kepada 

nasabah agar segera melaksanakan kewajiban angsuran pembiayaan 

yang sudah mengalami kemacetan angsuran selama 3 bulan. 

 

4) Surat Panggilan 

Surat panggilan akan diberikan kepada nasabah apabila 

semua surat peringatan sudah diberikan kepada nasabah dan masih 

tidak ada tanggapan atau iktikad baik yang dilakukan. Dikirimnya 

surat panggilan kepada nasabah bertujuan untuk mediasi agar pihak 

bank mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi 

oleh nasabah yang menyebabkan gagal bayar yang mengakibatkan 

pembiayaan bermasalah, pihak bank akan mencari jalan tengah atau 

solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan. 

c. Restrukturisasi 

Restrukturisasi merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh bank 

untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. 

upaya restrukturisasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan 
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yang ada dan nasabah dapat membayar kewajibannya. BPRS Suriyah 

Cilacap melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang mempunyai 

iktikad baik dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban angsuran 

pembiayaan. Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS Suriyah 

Cilacap adalah dengan cara Rescheduling atau penjadwalan ulang. 

Rescheduling upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara 

melakukan perubahan ketentuan pembiayaan yaitu: 

1) Memberi perpanjangan waktu pembiayaan 

Pihak BPRS Suriyah akan memberikan toleransi kepada 

nasabah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan 

yang sudah tertera pada akad, contohnya nasabah pada awal 

perjanjian atau akad tertulis melakukan pembiayaan dengan jangka 

waktu 2 tahun dapat diperpanjang menjadi 3 tahun sehingga akan 

meringankan nasabah untuk mengangsur pembiayaan yang ada. 

2) Mengurangi jumlah angsuran setiap bulan 

Adanya perpanjangan waktu pembiayaan maka jumlah 

angsuran yang harus dibayarkan akan bertambah, perpanjangan 

waktu tersebut akan berpengaruh kepada besarnya nilai yang akan 

dibayarkan oleh nasabah misal pada saat akad nasabah melakukan 

angsuran sebanyak 24 kali kemudian diperpanjang menjadi 36 kali 

otomatis nilai yang harus dibayarkan akan bertambah. Jadi 

mengurangi jumlah angsuran setiap bulannya akan meringankan 

beban dari nasabah pembiayaan bermasalah. 

d. Penambahan jamian atas persetujuan nasabah 

Pembiayaan sertifikasi guru hanya menggunakan sertifikasi 

pendidik, kartu ATM, dan buku tabungan, jaminan yang diberikan tidak 

sebanding dengan nilai yang dicairkan oleh bank sehingga apabila 

terjadi pembiayaan bermasalah jaminan tersebut tidak bisa dilelang atau 
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dijual begitu saja untuk menutup angsuran yang gagal bayar, jadi pihak 

bank akan bernegosisasi dengan nasabah yang beriktikad baik 

menambahkan jaminan atau asset seperti rumah, mobi, motor dll guna 

membayar angsuran yang mengalami gagal bayar.  

Sesuai dengan akad sertifikasi guru di BPRS Suriyah Cilacap 

pada Pasal 6 Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan yaitu untuk 

menjamin ketertiban pembayaran angsuran pembiayaan tersebut pada 

ayat 1 tepat pada perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak 

berdasarkan akad tersebut, maka nasabah berjanji untuk mengikat diri 

dengan membuat dan menandatangani pengikatan agunan dan 

memberikan barang agunannya kepada bank sebagaimana yang 

dilampirkan pada dan sudah menjadi hal yang tak terpisahkan dari akad 

tersebut, secara khusus nasabah menyerahkan jaminan berupa harta 

kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik 

yang ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi agunan guna 

pelunasan hutang nasabah. 

Apabila peraturan pemerintah merubah/mengganti pembayaran 

tunjangan sertifikasi ataupun ada pemberhentian tunjangan sertifikasi 

dari pemerintah, maka nasabah wajib segera memenuhi permintaan 

jaminan dan jamianan tambahan ynag diminta oleh bank, dan nasabah 

akan tetap melunasi kewajiban kepada pihak bank, dengan penggantian 

uang yang diberikan oleh pemerintah maupun pengembalian melalui 

pemotongan gaji (BPRS Suriyah Cilacap). 

e. Mendatangi sekolah nasabah yang bersangkutan 

Nasabah pembiayaan sertifikasi guru merupakan guru yang 

terikat dengan instansi Pendidikan atau sekolah, jadi apabila nasabah 

mengalami pembiayaan bermasalah hal yang dilakukan oleh pihak bank 

adalah dengan mendatangi sekolah tempat mengajar guru tersebut 
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dengan tujuan agar bisa bertemu dengan guru tersebut dan melakukan 

negosisasi. Mendatangi sekolah merupakan salah satu cara yang efektif 

untuk penanganan pembiayaan sertifikasi guru karena apabila guru 

didatangi sekolahnya atas nama bank dan mengalami pembiayaan 

bermasalah guru tersebut akan merasa terancam dan merasa malu 

kepada pihak sekolah dan nama baik guru tersebut akan tercoreng 

sehingga akhirnya akan membayar kewajiban yang mengalami 

masalah. 

f. Penyelesaian melalui jalur hukum 

Penyelesaian melalui jalur hukum merupakan cara terakhir yang 

dapat dilakukan oleh bank Ketika nasabah sudah tidak bisa ditangani 

dengan berbagai cara. Nasabah pembiayaan sertifikasi guru yang 

mengalami pembiayaan bermasalah di BPRS Suriyah Cilacap biasanya 

melakukan kecurangan salah satunya seperti menggandakan kartu ATM 

dan memalsukan jaminan sehingga bisa dibawa kejalur hukum dengan 

indikasi pemalsuan dokumen dan pencucian uang. 

Penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah pada 

pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah Cilacap melakukan upaya 

penyelamatan pembiayaan dengan upaya pencegahan (preventif) dan 

penyelesaian (respresif). Pertama dimulai dengan dilakukannya 

penyelesaian secara musyawarah, restrukturisasi, teguran secara tulis, 

melakukan penambahan jaminan, mendatangi sekolah yang terikat 

dengan nasabah, dan melalui jalur hukum.  

Disebutkan dalam akad sertifikasi guru BPRS Suriyah Cilacap 

pada pasal 5 mengenai penyelesain perselisihan yaitu apabila 

ditemukannya perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang 

sudah tercantum didalam akad tersebut atau terjadi perseteruan atau 

sengketa dalam proses tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk 
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menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah 

untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau 

penafsiran perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh 

kedua belah pihak, maka para pihak setuju, dan dengan ini berjanji dan 

mengikatkan diri satu sama lain, akan menyelesaikannya perkaranya 

melalui Pengadilan Agama di Cilacap menurut prosedur berita acara 

yang berlaku di dalam pengadilan tersebut. Para pihak sepakat, dan 

dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat 

hukum (legal opinion) dan/putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding). 

 

4. Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk 

Pembiayaan Murabahah dengan Agunan Tidak Berwujud Produk 

Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Suriyah Cilacap 

 

Membahas mengenai efektivitas artinya akan membahas tentang 

bagaimana kinerja dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam 

menerapkan atau melaksanakan sebuah program dan bagaimana upaya 

yang dilakukan BPRS Suriyah Cilacap dalam menangani pembiayaan 

bermasalah pada produk pembiayaan murabahah dengan agunan tidak 

berwujud studi kasus pada produk pembiayaan sertifikasi guru untuk 

mencapai tujuan yang diinginan. Salah satu aspek yang dapt digunakan 

dalam mengukur apakah penyelesaian pembiayaan bemasalah tersebut 

sudah berjalam dengan efektif atau tidak dapat kita lihat dari tujuan yang 

sudah direncanakan. 

Efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk 

pembiayaan murabahah dengan agunan tidak berwujud di BPRS Suriyah 

Cilacap studi kasus pada produk pembiayaan sertifikasi guru dikatakan 

efektif apabila tercapainya aspek tujuan, yaitu suatu program dikatakan 
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efektif dari sudut hasil. Dengan adanya penurunan jumlah nasabah yang 

bermasalah pada pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah Cilacap dan 

dengan adanya kebijakan penambahan jaminan, maka penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada produk sertifikasi guru dikatakan efektif. 

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah padaproduk 

murabahah studi kasus sertifikasi guru yang dilakukan BPRS Suriyah 

Cilacap cukup baik, BPRS Suriyah selalu mengedepankan penyelesaian 

secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan sehingga nasabah 

tidak merasa terbebani dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian serta pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti terkait analisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pada produk pembiayaan murabahah dengan agunan tidak berwujud di 

BPRS Suriyah Cilacap, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme 

pemberian pembiayaan produk murabahah pada aguanan tidak berwujud di 

BPRS Suriyah Cilacap sama dengan mekanisme pada produk pembiayaan 

lainnya yaitu nasabah mendatangi kantor BPRS Suriyah Cilacap untuk 

melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, melengkapi persyaratan 

pembiayaan sertifikasi guru atau verifikasi berkas, survey, persetujuan 

pimpinan atau direksi, penandatanganan akad, dan pencairan dana 

pembiayaan. Perbedaan pembiayaan yang dilakukan hanya terletak pada 

jaminan saja. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Suriyah 

Cilacap sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang ada. 

2. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis 

efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan 

murabahah dengan agunan tidak berwujud di BPRS Suriyah Cilacap, studi 

kasus produk pembiayaan sertifikasi guru yang dilakukan oleh bank yaitu, 

dengan cara musyawarah mufakat agar silaturahmi degan nasabah terjaga, 

memberikan Surat Peringatan 1,2,3 dan Surat Panggilan, Melakukan 

restrukturisasi berupaka penjadwalan ulang (rescheduling), pihak bank 

akan melakukan perpanjangan waktu dan mengurangi biaya margin untuk 

melakukan pembayaran pembiayaan agar nasabah tidak keberatan saat 

membayar. Apabila nasabah tidak bisa untuk dihubungi pihak BPRS 

Suriyah Cilacap akan mendesak nasabah dengan cara mendatangi 

sekolahnya dan apabila nasabah tidak ada iktikad baik pihak BPRS Suriyah 
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Cilacap akan menindak dengan jalur hukum melalui Pengadilan Agama 

Cilacap. Penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap 

dikatakan efektif karena penyelesaian yang dilakukan masih ada pada tahap 

kekeluargaan atau musyawarah mufakat dan dengan adanya kebijakan atau 

alternatif lain yaitu penambahan jaminan seperti SHM, rumah, kendaraan 

dll atas persetujuan nasabah yang sudah tercantum pada akad sebagai 

bentuk keseriusan nasabah untuk melunasi angsuran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan di atas, 

maka peneliti memiliki bebrapa saran: 

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dengan 

agunan tidak berwujud di BPRS Suriyah Cilacap pada produk pembiayaan 

sertifikasi guru perlu melakukan sebuah tindakan yaitu: 

a. Diharapkan BPRS Suriyah Cilacap lebih teliti dan menerapkan 

sikap kehati-hati dalam menerima pembiayaan sertifikasi guru 

karena dari penelitian yang sudah dilakukan pembiayaan sertifikasi 

guru memiliki risiko yang sangat tinggi. 

b. BPRS Suriyah dalam melakukan survey pembiayaan tidak hanya 

kepada nasabah namun bisa kepada lingkungan sekolah juga agar 

lebih mengenali karakter nasabah dan dari pihak sekolah juga 

mengetahui bahwa guru tersebut melakukan pembiayaan sertifikasi 

guru. 

c. Apabila BPRS Suriyah Cilacap melakukan restrukturisasi jadwal 

angsuran diharapkan pihak BPRS Suriyah Cilacap juga melakukan 

restrukturisasi pemutihan margin agar nasabah tidak keberatan 

dalam melakukan pelunasan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi 

mengenai analisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

produk pembiayaan murabahah dengan agunan tidak berwujud pada 

pembiayaan sertifikasi guru yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap 

dalam penyelesaian pembiayaan sertifikasi guru. Peneliti selanjutnya dapat 

meneliti tentang penyelesaian pada produk pembiayaan ijarah dengan 

menggunakan agunan tidak berwujud pada produk pembiayaan sertifikasi 

guru. 
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 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

A. Pedoman wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran 

1. Apasaja jenis pembiayaan yang ada di BPRS Suriyah Cilacap? 

2. Pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah sudah dilaksanakan sejak 

kapan? 

3. Akad apa yang digunakan pada pembiayaan sertifikasi guru? 

4. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan Sertifikasi Guru yang 

dilakukan oleh BPRS Suriyah Cilacap? 

5. Berapa batas minimal dan maksimal nominal dan jangka waktu pembiayaan 

yang dapat diajukan oleh nasabah dalam pembiayaan Sertifikasi Guru? 

6. Apa saja yang dapat dijadikan jaminan pada pembiayaan sertifikasi guru? 

7. Bagaimana Bank melihat bahwa calon nasabah pembiayaan mampu dalam 

memenuhi kewajiban untuk membayar tanggungan? 

8. Apakah terdapat pembiayaan yang dihindari oleh BPRS Suriyah Cilacap 

dalam menerima pembiayaan dan kenapa pembiayaan tersebut dihindari? 

9. Apakah pembiayaan sertifikasi guru memeiliki risiko pembiayaan bermasalah 

yang tinggi? 

10. Apa upaya yang dilakukan oleh BPRS Suriyah dalam penyelesaian 

pembiayaan yang bermasalah pada Sertifikasi Guru? 

11. Apa saja faktor faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan Sertifikasi Guru 

bermasalah? 

12. Apa tanda tanda yang sering muncul ketika pembiayaan Sertifikasi Guru akan 

mengalami masalah? 

13. Apa yang membuat penyelesaian pembiayaan bermaslah pada pembiayaan 

Sertifikasi Guru dapat dikatakan efektif dan tidak efektif? 

14. Pihak mana saja yang akan terkena dampak akibat pembiayaan bermasalah 

dan bagaimana dampak bagi mereka? 
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B. Pedoman wawancara dengan bagian Remedial BPRS Suriyah Cilacap 

1. Pembiayaan apa saja yang anda tangani? 

2. Apakah pada pembiayaan sertifikasi guru memiliki perkembangan yang baik 

di BPRS Suriyah Cilacap? 

3. Apa saja yang membuat pembiayaan sertifikasi guru mengalami 

permasalahan? 

4. Apakah pihak BPRS Suriyah Cilacap sebelum menyetujui pembiayaan 

melakukan Kerjasama atau survey kepada pihak sekolah tepat nasabah 

mengajar? 

5. Apa alasan pihak BPRS Suriyah Cilacap menggunakan kartu ATM dan Buku 

tabungan sebagai jaminan? 

6. Apabila kartu ATM dan Buku tabungan ditahan oleh pihak bank, bagaimana 

nasabah memenuhi kebutuhan seharu-hari? 

7. Apa kerugian nasabah apabila nasabah melakukan kecurangan pada 

pembiayaan sertifikasi guru? 

8. Apa upaya yang dilakukan BPRS Suriyah dalam menangani pembiayaan 

bermasalah? 

9. Mengapa kartu ATM nasabah sudah tidak menerima gaji sertifikasi guru? 

10. Batas waktu penyelesaian pembiayaan yang dilakukan BPRS Suriyah berapa 

lama? 

11. Apa cara yang paling efektif yang dilakukan oleh pihak BPRS Suriyah Cilacap 

dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sertifikasi guru? 
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Lampiran 2 Transkip Wawancara 

1. Transkip wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran BPRS Suriyah 

Cilacap 

P  : Peneliti 

N  : Narasumber 

Nama  : Suprayitno 

Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran 

Waktu : 13 Februari 2024 

Lokasi : BPRS Suriyah Cilacap 

P Apa saja jenis pembiayaan yang ada di BPRS Suriyah Cilacap? 

N Ada beberapa produk pinjaman di BPRS Suriyah Cilacap yaitu iB Bisya 

Murabahah, iB Bisya Musyarakah, iB Bisya Mudharabah, iB Bisya Ijarah, iB 

Bisya Istishna, iB Bisya Qord, iB Bisya Multiguna dan ada yang terbaru yaitu 

pembiayaan sertifikasi guru. 

P Pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah sudah dilaksanakan sejak kapan? 

N Sudah ada sejak 2018 

P Apa akad yang digunakan dalam pembiayaan sertifikasi guru? 

N Akad yang digunakan pada pembiayaan sertifikasi guru menyesuaikan 

kebutuhan nasabah, biasanya menggunakan akad ijarah atau murabahah. 

P Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan Sertifikasi Guru yang dilakukan 

oleh BPRS Suriyah Cilacap? 

N Nasabah harus mengisi formular pembiayaan dan melengkapi berkas seperti KK, 

KTP, Buku nikah, dan jaminan Sertifikat Pendidikan setelah itu aka nada proses 

akad dan pencairan dana pembiayaan. 

P Berapa batas minimal dan maksimal nominal dan jangka waktu pembiayaan yang 

dapat diajukan oleh nasabah dalam pembiayaan Sertifikasi Guru? 

N Batas nominal pada pembiayaan sertifikasi guru yaitu 70 Jt dengan tempo 26 

Bulan atau 3 Tahun 
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P Apa saja yang dapat dijadikan jaminan pada pembiayaan sertifikasi guru? 

N Padda pembiayaan sertifikasi guru hanya menggunakan jaminan sertifikasi 

pendidik, Buku tabungan dan minimal saldo dalam tabungan. 

P Bagaimana Bank melihat bahwa calon nasabah pembiayaan mampu dalam 

memenuhi kewajiban untuk membayar tanggungan? 

N Dari pihak marketing nantinya akan melakukan survey kepada calon nasabah, 

hasil survey tersebut yang nantinya menjadi bahan pertimabangan oleh pihak 

bank. 

P Apakah terdapat pembiayaan yang dihindari oleh BPRS Suriyah Cilacap dalam 

menerima pembiayaan dan kenapa pembiayaan tersebut dihindari? 

N Nasabah yang dihindari dalam penerimaan pembiayaan adalah nasabah yang 

memiliki hasil Idep jelek atau memiliki riwayat pembiayaan yang macet. 

P Apakah pembiayaan sertifikasi guru memeiliki risiko pembiayaan bermasalah 

yang tinggi? 

N Sebenarnya pembiayaan sertifikasi guru merupakan pembiyaan yang relatif aman 

karena uang angsuran langsung masuk kedalam rekening yang kita pegang, 

namun ada saja pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa hal 

seperti kecurangan yang dilakukan nasabah ataupun permasalahan ekonomi. 

P Apa saja faktor faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan Sertifikasi Guru 

bermasalah? 

N Biasanya karena perihal ekonomi nasabah yang sedang tidak stabil, telatnya 

pencairan dana sertifikasi guru oleh pemerintah, kecurangan nasabah dengan 

menggunakan E-Banking dan kurangnya jam mengajar guru. 

P Apa tanda tanda yang sering muncul ketika pembiayaan Sertifikasi Guru akan 

mengalami masalah? 

N Biasanya nasabah sudah mulai susah untuk dihubungi atau sudah sering membuat  

alasan-alasan untuk menunda pembayaran angsuran. 
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P Apa upaya yang dilakukan oleh BPRS Suriyah dalam penyelesaian pembiayaan 

yang bermasalah pada Sertifikasi Guru? 

N Seperti penyelesaian pembiayaan bermasalah pada umumnya yaitu dengan 

pendekatan musyawarah terlebih dahulu, memberikan surat peringatan, 

restrukturisasi dan apabila sudah tidak ada iktikad baik pihak bank akan 

melakukan penyelesaian menggunakan jalur hukum. 

P Apa yang membuat penyelesaian pembiayaan bermaslah pada pembiayaan 

Sertifikasi Guru dapat dikatakan efektif dan tidak efektif? 

N Dikatakan efektif apabila nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah 

sudah mulai mengangsur kewajibannya dengan tidak sampai dengan jalur hukum 

karena sangat menguras tenaga dan energi dan merugikan pihak bank. Dikatakan 

tidak efektif apaila terjadi hal sebaliknya. 

P Pihak mana saja yang akan terkena dampak akibat pembiayaan bermasalah dan 

bagaimana dampak bagi mereka? 

N Jelas pihak bank dirugikan karena sudah mengeluarkan banyak energi dan biaya 

untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, nasabah yang melakukan 

deposito juga dirugikan karena bagi hasil tersebut merupakan hasil dari 

pembiayaan sehingga dapat mengurangi bagi hasil tersebut. 
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2. Transkip wawancara dengan Remedial BPRS Suriyah Cilacap 

P  : Peneliti 

N  : Narasumber 

Nama : Fauzan 

Jabatan : Divisi Remedial 

Waktu : 15 Februari 2024 

Lokasi : BPRS Suriyah Cilacap 

 

P Pembiayaan apa saja yang anda tangani? 

N Saya menangani pembiayaan sertifikasi guru baik dalam memasarkan ataupun 

menyelesaikan pembiyaan yang bermasalah. 

P Apakah pada pembiayaan sertifikasi guru memiliki perkembangan yang baik di 

BPRS Suriyah Cilacap? 

N Perkembangan pambiayaan sertifikasi guru di BPRS Suriyah berkembang cukup 

baik terhitung dari tahun 2018 sampai sekarang mengalami pertumbuhan yang 

signifikan. 

P Apa saja yang membuat pembiayaan sertifikasi guru mengalami permasalahan? 

N Nasabah biasanya melakukan kecurangan dengan menggunakan E-Banking 

sehingga dari pihak kita belum sempat mengangsur tapi sudah di Tarik tunai dulu 

oleh nasabah, dan masalah perekonomian nasabah yang kurang stabil. 

P Apakah pihak BPRS Suriyah Cilacap sebelum menyetujui pembiayaan 

melakukan Kerjasama atau survey kepada pihak sekolah tepat nasabah 

mengajar? 

N Tidak melakukan Kerjasama dan survey kepada pihak sekolah karena merupakan 

privasi nasabah tersebut. 

P Apa alasan pihak BPRS Suriyah Cilacap menggunakan kartu ATM dan Buku 

tabungan sebagai jaminan? 
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N Sebagai jaminan agar terbentuk kepercayaan antara nasabah dan pihak bank, 

karena apabila hanya dengan jaminan sertifikasi guru jaminan tersebut tidak 

sebanding dengan dana yang dicairkan. 

P Apabila kartu ATM dan Buku tabungan ditahan oleh pihak bank, bagaimana 

nasabah memenuhi kebutuhan seharu-hari? 

N Kartu ATM dan Buku tabungan yang disimpan oleh bank merupakan kartu ATM 

khusus untuk penerimaan dana sertifikasi guru berbeda dengan kartu ATM gaji 

guru. 

P Apa kerugian nasabah apabila nasabah melakukan kecurangan pada pembiayaan 

sertifikasi guru? 

N Pemecatan oleh pihak sekolah karena mencoreng nama baik sekola dan dicopot 

dari jabatan. 

P Apa upaya yang dilakukan BPRS Suriyah dalam menangani pembiayaan 

bermasalah? 

 

N Penyelesaian kekeluargaan dengan membahas apakah nasabah masih ada 

kemampuan untuk membayar angsuran, mengapa kartu ATM sudah tidak 

menerima gaji per tigabulannya, pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan 

oleh nasabah, dan membuat kesapakatan baru. 

P Mengapa kartu ATM nasabah sudah tidak menerima gaji sertifikasi guru? 

N Nasabah melakukan Tindakan wanprestasi, sengaja melakukan pemblokiran 

rekening, membuat laporan palsu ke kepolisian bahwa kartu ATM hilang. 

P Batas waktu penyelesaian pembiayaan yang dilakukan BPRS Suriyah berapa 

lama? 

N Apabila selama 3 bulan nasabah tidak ada iktikad baik dan susah untuk 

berkomunikasi maka pihak BPRS akan melaporkan ke pihak berwajib. 

P Apa cara yang paling efektif yang dilakukan oleh pihak BPRS Suriyah Cilacap 

dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sertifikasi guru? 
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N Selain upaya yang sudah biasa dilakukan dalam peraturan bank biasanya pada 

pemiayaan sertifikasi guru pihak kami mengancam akan mendatangi sekolah 

nasabah tersebut mengajar dan biasanya nasabah akan melakukan angsuran 

kembali. 
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Lampiran 3 Dokumentasi Foto Penelitian 

                    

(Wawncara dengan Bapak Fauzan selaku Divisi Remedial) 

                 (Wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku Kabid Pemasaran)     

 

 

(Observasi dengan Naely selaku CS)  
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Lampiran 4 Akad Sertifikasi Guru
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Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 
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Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal 
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Lampiran 7 Surat Persetujuan Riset Individual 
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Lampiran 8 Surat Izin Observasi 
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Lampiran 9 Kartu Bimbingan 
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